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ABSTRAK

Nama . Lugman Rahmadi
Program Studt  :  Magister Kenotariatan
Judud . Analisis Pengesahan Pendirlan Perseroan Terbatas melalud

Sistim Administrast Badan Hukum (SABH)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departermen Hukom dan Hak Asast Manusia
Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-gktifkan
schingga merpgikan semuz pthak tak terkecoali Notanms Tidak bisa diaksesnya
SABH juga berdampak kepada pars calon pendiri atau pemegang saham, anggota
Direkst maupun anggota Dewan Komisaris kerena nama mereka semua harus
dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalaban yang diangkat dalam penulisan
tesis Ini aclalah cara penvelesaian pengesashan pendinan Perseroan Terbatas sebagal
badan hukwm yvang jangka waktunya selama 14 hari telsh berakhir dikarenakan
SABH tidak depat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang
Saham, anggota Direkst dan Dewan Komisans jika Perseroan Terbatas tersebut tidak
dapat diakses dalam SABH. Peneliian mi dilakukan berdasarkan penefitian
kepustakzan yang bersifat eksplanatonis, vaknt membenkan gambaran vang lengkap
dan jelas mengenai pokok-pokok permasaizhan, dapat disimpulkan Netaris harus
langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh siatus badan hukum kepada
Mentent Hukum dan Hak Asast Manusia sgtelah aktz pendinisn ditandatangani oleh
para pihgk namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara omfine maka
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia membenkan pengecualian kepada
Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagal badan hukum dan
akibat hukum terhadap para pendini atau pemegang saham, angpgota Direksi dan
anggota Dewan Komisans yaitu selama Perseroan tersebut belumy memperoleh stafus
badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebsgaimana vang
diamanatkan oleh UU PT make pars pendin ateu pemepang saham, anggota Direksi
dan snggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan
hukum yang dilakukan atas nama Persercan sampai status badan hukum Perseroan
tersebut diperoleh dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata kunei;
Pendirian Perseroan Terbatas, SABH, Notaris
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ABSTRACT

Name . Lugman Rahmadi
Study Program  : Magister of Notary
Title : Analysis on Legalization of Establishment of Limited Lisbility

Company through Legal Eatity Adminigtration System (LEAS)

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia has Impact fo access toward & non-active Legal Entity Administration
Systern (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If 2 Company
makes legalization as a legal entity but pericd of 60 days as specified in Law on
Limited Liability Company (LU PT} has been exceeded then the said Company’s
Deed of Establishment shall becoms invalid and its Company is dissolved by law. In
addition to inaccesstble LEAS also has impact to the prospect founders or
shareholders, members of Board of Directers and mewmbers of Board of
Commissicners because their names must bz included inte LEAS. Wheress the
problem adapted in writing this thesis is method of resolving lepalization of
Eatablishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has
expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the
Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of
Commissioners If the said Liomted Liability Company inzccessible in LEAS, This
research is carned out based on explanatory bibliographical research, namely to give
full and clear descriphion on subject matier, so that with data obtained through
primary, secondary and tertiary lsgal materials, ean be concluded that Notary Public
must directly file an application o obtain 2 legal enfify status to the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was
signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the misteke
of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rishis of the Republic of
Indonesia grants exception to Notary Public concemning pericd of the Company's
legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or
shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners,
namely during the said Company hasn’t obtained 2 legal entity status from the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law
on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board
of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly
and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status
of the said Company is ebtained from the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of lndonesia.

Key Words:
Founders of Limited Liability Company, SABH, Notary Public
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan merupakan susiu proges perubzhan yang terus-menerus menuju
perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan bersandar pada seperangkat
nilai-nilai yang dianutnya, vang menuntun para pengusaha untuk mencapai keadaan
dan tingkat kehidupan vang didambakan. Pembangunan hendaknya diarahkan ke
pengembengan petensi, inisiatif, daya kreasi dan kepribadian dar setap warga
masyarakat. Proses pembangunsn ini pada  hakekamya merupskan  proses
fransformasi sosial, periu dipelihara “perimbangan segifiga” antara perubahan,
ketertiban dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkukuh kebebasan
manusia dalarm masyarakat.’

Titik berat pembangunan dilakukan pada bidang ckonomi karena tingkat
kemakmuran suatu negara divkur dalam bidang perekonomiannys spakeh pegara
terscbut dapat dikatagorikan sebagal negara majn atan  tidak. Pelaksanaan
pembangunan ekonomi disamping berujuan  untuk  meningkatkan pendapatan
nasional, juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuban kesempatan kerfa dan
pengurangan angka pengangguran,

Oieh karena itu seluruh potensi dalam negen dan kemampuan modal yang
dimiliki harpsiah dimanfaatikan sedemikian rupa secara maksimal dengan disertai
langkah-tangkah kebijeksanaan dari pemerintah agar semuanya dapat berjalan dengan

{ancar baik,

* Saediatmeko, Pembangunan den Kebebauson, Cet 1, (Jakaria: LPIES, 19843, him 19

Univorsiiag Indoncsia
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Saleh satu unsur yang mempunyal peranan penting dalam apaya mengarahkan
kegiatan pembanpunan adalsh melalui kesempatan usaha yang berbentuk badan
vssha. D Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha vang dikenal berdasarkan
peraturan perundsng-undangan yang berlaku. Bentuk badan ussha tersebut diatur di
dalam beberapa peraturan permndang-undangan yattu antara lain di dalam Kitab
Undang-undang Hokum Dagang (KUHD), Kitab Undeng-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata} dan Undang-Undang Nomor 40 Tshun 2007 tentang Perseroan
Terbatas: Beberapa macam bentuk badan uszha yang diater dalam peratoran
perundangan vang berlaku, baik yang tidsk berbadan hukum confohnya adalah
Persekutusn Perdata (Muasseraap), Fima dan Persekuiuan Komanditer. sedangkan
yang berbadan hukum seperfi Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Perseroan Terbaias sebagal bentuk badan ussha vang berbadan hukum banyak
dipilih dan dilakukan oleh para pelaku ussha, hal ini dikarenakan ristko dan tanggung
jawab yang dimiliki hanya terbatas pada ssjumlah saham yang dimiliks datam
Perseroan  tersebut. Walaupun  tidak menutup kermmgkinan tanggung  jawab
pemsgang saham vang terbatas ifu dapat dikecnalikan,

Kata “"Parserozn”™ dalam pengertian umum adalah perigshaan atau organisasi
usaha. Sedangkan “Persercan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi ussha
atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistern hukum dagang indonesia®

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat dilakukas oleh negara.
Karena negara tidak dapat begalan dan maju tanpa adanyas dunia usaha vang
berkembang secara pesat dan efisten. Untuk menunjang hal terscbut, dibutahkan
suatu perangkat hukum yang berfungsi sebagal rambu-rambu pengawas, Dunia usaha
vang berkembang terlaly pesat tanpa mempedhatikan rambu-rambu pengawas, jelas
tidak akan menguntungkan pada akhimya ’.

* 1 Gusti Rat Widjuya, Hufum Perusatrom: Perseroan Terbates (Kusus Pemabhaman Atas
Undung-Undang Nomar I Fahun 1995), Cel. VI, (Bekast Koseint Blane, 20063, him. L.

* Ahmad Yeni den Gunawan Widjsdja, Seri Hukwan Bisnis; Anti Monopoli, {Takarta: Reja
Grafindo Pesada, 20005, Km. 2.

Universitas ndonesia
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Di Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tercantum dalam
Undang-undang Nornor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbates (selanjuinya
disebut “UU PT™). Dalam Pasal 1 ayat (1) discbutkan :°

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalab badan
hkukum yang merupakan persekufuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selurohnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyarstan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini
serta peraturan pelaksansannya”

Dan pengerfian distay dapat kita ambil kesimpulan jika ingm mendinkan
Perseroan Terhatas di negara Indonesia maks diharuskan memenuhi 4 (empat) unsur

yang antara lain:

1, Mesmpunvai status Baden Hukum;

2. Didinkan berdasarkan perjanjian;

3. Melakukan kegiatan usazha denpan modal dasar yang selurdhoys terbagi
atas saham;

4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undung.

Suatu Perseroan dapat dikatakan memiliki status badan hukem jika mempunyai

unsur-unsur, antara lain:’

Adanya haria kekayaan yang ferpisah;
Mempuanyai tujuan tertenty;
Mempunyai kepentingan sendisi;
Adanya orpanisagi yang feratur.

B b D s

D1 Indonesia, pengaturan mengenai status badan hukum Perseroan tercantum
dalamn pasal 7 ayat (4) Ul PT yang menyebutkan bahwa svatu Perseroan Terbatas
memperoleh status badan hukum pada saat tangpal diterbitkannya Keputusan Menteri

* mdonusia, Undang-Undenrg Perseroan Terbatas, |JU No. 40, LN No, 106 hun 2807, TLN
Nea. 4736, B3 1.

* R. Ali Ridho, Badan Hubum dean Kedudulcn Badan Hufum Perseroan, Perkumpuian,
Kaperasi, Yavasar, Wakaf, Cet. T, (Bandung: Alsmand, 2004, him, 45.

Universitas Indonesia
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Fukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan
bukum.

Selama status Persercan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh,
Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan
komanditer, atau persekutuan perdata’. Oleh karena itulsh dalam UU PT diatur
mengenai cara memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas, Hal tersebut
untuk membedakan Perseroan Terbatas dengan persekutuan perdaia laimnya.

Sesusi pengertian “Perseroan Terbatas” vang ada dalam UU FT bahwa salsh
satu syarat persercwn terbafas didinkan berdasarkan perjaniian, dalam Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, discbutkan: Perjanjian adalsh suetu
perbuatan denpan mana saty orang alau lebith mengikatkan dinaya terhadap satu
orang atau lehih,

Hal tersebut sesuai dalam pasal 7 ayat (1) UU PT dimana setiap Perseroan harus
didirikan lebik dart 2 {dus) orang dan harus berbentuk akta notaris. Oleh karena
berdasarkan perjanjian maka Perseroan herps didinkan lebih dag 2 {(dus) orang sesuat
dengan Pasal 1213 Kitgh Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
perjanjian tersebut harus dibuat oleh akta notans,

Modal dasar perseroan terbagi atas saham dean terdis atas sefuruh nilai nominal
saham. Saham imlash sebagai bukti dan kepemilikan modal di perseroan tersebut.
Pemegang saham mempunyai hak-hak vang hanya dumiliki oleh pemepang saham
yang bersangkuotan.

Sebelum disahikan sebagat badan bukum oleh instanst vang berwenang daiam
hal int Menteri Hukum dan Hak Asasi Manesia Republik Indonesia, maka tiap
Parseroan harus melakukan kewajiban-kewaiiban ssbagaimana yang diamanatkan
oleh UU PT. Menurut pasal 7 ayat {4) UU PT disebutkan bshwa Perserom
memperoleh status Badan Hukum spabila akta pendidan Persercan Terbatas telah

* Rochmadi Usman, Dimenst Hulum Perusahoon Perseroar Terbatas, Cet |, (Bandung:
Alumni, 2004, him. 154,

? Kinb Undang-Afidang Hukum Perdats {Burgefifk Wetboek}, diterjermnalkan olgh R. Subektl
dan R. THiromdibio, cot. 37, Clakeris: Pradoys Paramitn, 2008), Ps 1313
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disahkan oleh Menient Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Untuk
memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum yang tercantum dalem Surat
Keputusan Menteri Hukums dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
Perseroan harus mengajukan permohonan sebagai badan hukum melali jasa
tekhnologi informasi Sisttm Administrasi Badan Hukum (SABH), hal int sesoai
dalam Pasal 9 ayat (13 DU PT.

Pengesshan Perseroan sebagal badan hukum dilakukan dalam jangkes wakwy 14
hari setelah keluamya Surat Keputusan Mentert Hukum dan Hek Asasi Manusia
Republik Indonesia. Hal ini sesuat dengan Pasal 10 ayat {(6) UL T,

Sistim  Administrasi Badan Hukum (SABH) vyang dahuln  bemama
Sisminbakumn merupakan sebush sistemn komputerisasi pendinan Badan Flukum yang
diterapkan di Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
diharapkan skan mempercepat proses pembuatan  serta memperbaiki  sistem
pendokumentasian.®

Sistm Administrast Badan Hukum (SABH) dilakukan dalam  rangka
peremajaan sistesn aplikasi yang telah hadir terlebih dahuln yaity SISMINB AKUM.
selingga akan lebih mempermxiah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapken fungsi
pelayanan akan lebih cepat serta, ::.&:zzmt, efisien dan tepat wakiu.”

Sisum Admutistrast Badan Hokum (SABH) ini merupskan produk dan
Departemen Hukem dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengeantikan
sistim manuval yang sebelumnya dipergunakan dalam melakukan pengesahan
Perseroan sebagai badan bhukum. Sistim Administrasi Baden Hukum (SABH)

mempunyai beberapa keunggulan dan sistern yang lama, antara lain dalam hal walau

yang lebth efistenss, akurasi, dan kecarmatan.
Pengertian Sistm Administrast Badan Hukwn (SABH) adalah Jenis pelayanan
yang diberikan kepada wmasyarakat dalam proses pengesahan badan hukum

% “Sistern Administrasi Badan Fukum (SABFH),”
<hitp:fisisminbakuin. o idkumdang/news La.php>, 10 Juni 2009.

? “Sistem Administrasi Badan Hulmm (SABH),” (8)
<plipisisminholarm o idberialdatalproses phntid=7> 10 Juni 2009,
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Perseroan, pemberian persetujuan  perubzhan  anggaran  dasar, penerimaan
pemberithuan perubshan anggaran dasar dan perubzhan data Perseroan serta
pemberian informasi lainnya secarz elekironik, yang disclenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.'

Selanjutnys dalam Pasal 10 ayat (1) UU PT disebutkan permohonan uniuk
memperoleh Kepuiusan Mented sebagaimana vang dimeksud dalam Pasal § ayat (1)
UU PT, maka Perseroan harus mengaiukan status sebagai badan hukum paling lambat
dalam jangka waktu 60 (enam pulch) han terhitung sejak tenggal akia penditian
ditandatangani serta dilengkapi oleh keterangan mengenar dokumen pendukung. Jika
telah lewat dari jangka wakfu tersebut maka akta pendifian menjadi batal dan
Perseroan tersehut menjadi bubar karena hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat
(10) UTJ PT.

Sehelum Perserosn mempercle;h pengesahan seb&gai badan hukum dan Menten
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perbuatan hukum yang
dilakukan atas nama Perseroan hanya bolch dilakukan oleh semua anggota Direksi
serta para pendin dan Dewan Komisaris Perseroan secars bersama-sama dan mereka
semua berfangoung jawab renteny atss perbuatan hukum tersebut. Hal inl ercantum
dalam Pasal 14 ayat (QUUPT

Perbuatan pendiyi vang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penvelorannva
untuk kepentingan perseroan yang dilakukan oleh calon pendin dengan pihak lain
dapat diperhitungkan sebagal bagian darn penyerfaan calon pendirl terscbut, tetapi
tindakan tersebut tidak dapat mengiket persercan, hal inl berarti jika terjadi akibat
bukum dan  perbuatan  fersebut, persercan  tidak  dapat  dimintskan
pertanggungjawabannya. '’

""indonesia (a), Peraturan Menteri Departemen Hulum dan Hak Asasi Meanusia Republik
Indonesia Tentang Tate Cara Pengajuen Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan,
Persetrjnan Pernbatier Anggoran Dasar, Penyampaion Pemberitahian Perubahaben Anggoran
Dazar dan Perubaban Data Perseroan, VerMen Ho, M HH-02 ATLG1.01 Tahon 2008, LN No., 17, Ps.

langkn2.

" Tarvin Crinting, Flukunt Perseroan Terbates {Undang-Undang Nomar 40 Talun J607), Cet,
I, (Bandung: PT Citra Aditys Bekii, 2007, him. 3%
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Perseroan dalam melakukan penpesahan sebagai badan hukum melahn SABH
ini ada beberapa tahap yang haros dilakukan, anfara lain:

Setelah login pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali harus
dilakukan yaitu cek nama Perseroan vang akan didaftarkan. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tamn 1998 Tentang
Pemakaian Nams Perseran Terbatas, yang pada dasamya dibuat untuk
mengatur fata cava pengajuan permohonan persefujuan pemakaian nama
Perseroan serta pedomsn penclaksn permohonan persetujuan pemskaian
nama Perseroan, maka setisp pemakaian nama Perserosn harus mendapat
perseivjuan dart Mentern Hukem dan Hzk Asast Moanusia Republik
Indonesia. Apabilz nama Perseroan tidak terdapat di database maka dapat .
dilzkukan proses pemesenan nama pamun jika terdapat namas Persercan
vang sama dengan nama Perserosn lainnya maka harus mengganll sama
tarsebut.

2. Pensaan Nama

Setelah pengecekan nama selesei dilakukan dan tidak ada masalah dari
penpaiuan nama ferscbut maka tahapan seianjumya yang harus dilakukan
adalah melakukan pemesanan nama Perseroan. Pemesanan nama tersebut
harus dilakukan sebelum batas waktu 60 (enam pulub) hari sejak nama
Perseroan tersebut difenima. Apabila nama Perseroan tersebut disetujui dan
telah diperiksa oleh Korektor, Kasie dan persetujuan Kasubdit maka Notans
dikenakan biaya Penenmaan Negara Bukan Pajak (PNBP}. Nama Petseroan
akan terhapus dengan sendinnya oleh sisfem apabilz telzsh melewati masa
berlakunya.

3. Pensision Daia (Pra DIAN Idan DIAND

Setelah proses pengecekan nama dan pemesanan namz  selesal
dilakukan maka dilanjutkan dengan melakukan input terhadsp data
perseroan ke dalam pra DIAN yang telsh disediakan oleh SABH. Setelah
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diperiksa oleh Korektor dan tidak ada masalah maka dilanjutkan kepada
pengisisan DIAN 1 Pengistan DIAN 1 ini juga harus dipenksa oleh
Korektor, Kagie, Kasubdit dan persetujuan Direktur Perdata,

4. Pemvyatasn Tidak Keberatan stau Penolakan dari Mentert seria Pengiriman

Dokumen Fisik
Setelah DIAN I ditsi, meke Menten Hukum dan Hak Asast Manusia

Republik Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau  menolak

permohonan vang digjukan tersebut dalam SABH Bila data-data temsebut
yang telah dimasukan mendapat korcksi atan sesvatu vang harus diperbaki
dapsat dilihat dengan defail kesalahannya melalui menu moniforing. Apabila
date-data yang dimasukan diterima maka pada halaman merifering telah
terdapat tanggal dan jam pada sfatus DIAN Tidak Keberatan Menten dan
diharuskan menyerahkan dokumen fisik Perseroan tersebut selambat-
fambatnya 30 han sejak {erdapamya tangeal dan jam Tidak Keberatan
Menteri. Setelah Dokumen Fisik terssbut dikinim maka akan dilakukan
pemeriksasn oleh Korektor, Kagie dan persetujuan Kasubdit Setelszh iy
semua dilakukan maka tnggal menunggy proses Surat Keputusan Meaten

5. Menteri atau Peisbat vang Berwenane menerbitkan Surat Keputusan

Tentang Pengesabian Badan Hukem Perseman
Setelah dokumen fisik ditenima dan gelesal diperiksa, maka Notans

gkan remperoleh pemberitahuan babhwa pemohon finggal menunggu proses
Surat Keputusan (SK) Menteri mengenai Pengesshan badan hukum
Perseroan paling lambat 7 han parmen dalam prakeeknya penerbitan Surat
Keputusan {SK} Menterl tersebut selalu lebih dari 7 hani, Setelah dilakoken
penomworan pada Surat Keputusan (SK) fersebut dan disahkan oleh Dirien
terkatt maka Surat Keputusan (8K) tersebut dicetsk dan dikinimkan ke

Notans yang bersangkutan,
Beberapa bulan terakhir ini, ferjadi permasalahan dimana banyak Perseroan
Terbates yang tidak dspat melakukan permohonan pengesshan akta pendinan
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Perssroan Terbatas agar memperoleh status badan hukum, diakibatkan karena akses
menujt SABH di non-aktifkan. Hal ini sesual dari Sumat Pembentohuan Tim
Rekstrukiurisast SABH Dirsktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum dan
dan Hak Asasi Manusia fertanggal 2 Februar 2009, yang menyatakan behwa seluruh
peralatan dalam rangks Pendirian, Perubshan, Penyesuaian atau Pengesahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah disita oleh pihak Kejsksaan Agung
Keadaan ini diakibatkan oleh tepadinva dugaan kasus hukum dalam proses SABH
yang merugikan negarz dalam jumlsh yang besar, Oleh karena ihulah, Sistim
Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dupar berjalan sampai wakiu yang tidak
dapat ditentuksn, schingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di antara selurnb
pihak terkait proses SABH, Hal ini bukarlsh hal yaug mengentungkan karena dengan
ferjadinya hal it memimbulkas banyak permasalahsn dalam penerzpan hukum
perusahaan di Indonesia serta hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan bagi
kinerjz Motans dalam hal berkaitan dengan pengesshen ska pendinan Perseroan
sebagar badan hukam,

1.2, Pokok Permasalahan _
Dalam pembehasan masalah penslitian kali ims penulis memberikan batasan-
batasan rumusan permasalazhan yang akan ditelit yang meliput
1. Bagaimana cara penyelesaian pengesahan pendinan Perseroan Terbatay
sebagai badan bukum yang jangka waktunya selama 14 {empat belas) hari
telah berakhir dikarenakan Sistim Adminisirast Badan Hukum (SABH)
tidak dapat diakses ¢
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pars Pendiri atau Pemegang Saham,
anggota Direksi dan anggota Dewsn Komisans jika Perseroan Tedbatas
tersebut tidak dapat diakses dalam Sistim Administrasi Badan Hukum
{SABH) diluar kesalahan para pithak (Force Majeure)?
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1.3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian
yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengefehuan’. Dalam rangks
memperoleh informasi untuk penelitian i, maka metode penelitian yang digunakan
adalah metode Normatif, yaitu penslitian vang mengacu pada norma-norma hukum
vang tertulis, batk vang dituengkan dalam bentuk persturan maupun dalam bentuk
literatur lainnya.

Tipologes penelitian i adalah bersifat eksplanatonis yang menggambarkan stau
merjelaskan Iebih dalam tentang satu gejala unfuk mempertegas hipotesa vang ada.

Jenix data vang digonakan dalars penulisan tesis imi adalah data primer dan data
sekunder, Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberspa narasumber
terkait dengan permasalahan SABH ini, sedangkan data sekunder dihimpun melalni
penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenal Perseroan Terbatas
vakni Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Ketsntuan tentang Jabatan Notaris
vakni Undang-Undang Ne. 30 Tshun 2004, serts ketentvan peraturan
perundang-undangan vang terkait lainnya,

2. Bahan hukum sckunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, yang dapat terdint dard buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis
yang membshas dan ferkait dengan pendiran Perseroan Terbatas sebagsi
Badan Hukum melalui SABH

3 Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, contolutya seperfi kamus, buku pegangan serta
intemet yang selurchnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

2 Saerjono Soekanto, Pengariar Penelition Hrkuns, cel 11, (Jakerta; Universitas Indonesia-
Press, 19863, him. 7,
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Pengumpulan data yang digunakan adaleh berupa studi dokumen yakni mencari
dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan adanys Pengesahan
Persercan Terbatas Sebagal Badan Hukum Melalui Sistim Administrasi Badan
Hukum. Analisis data vang digunakan adalsh dengan pendekatan kealitatif sebagai
hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditsrk kesimpulan yang
dikaitkan dengan peraturan, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab

rumusan permasalshan dalam penulisan tesis mi.

14, Sistematika Penulisan
Penclitian ini akan disusun dalam tigs bab dengan sistematika penulisan sebagat
berikut:

BAB I mengenai penddhuluan, Bab ini meaguraikan tentang latar belakang vaag
menjadt alasan penulisan tesis ini, pokok permaszlahan vang berisi uraian maselah
apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan,

BAB 1T menpenal pemahaman mengenal Perseroan Terbatas, Peran Notaris
dalam Akias Pendirian dan mengenai SABH. Bab ini menguraikan tentang
pemahaiman peageturan Perseroan Terbatas menpgenal sistem hukum di Indonesia dan
mengensi SABH schingga dari pemshamen tersebut dapai diketghul bagaimana
kedudukan para pihak dalam akta pendirian Perseroan fersebut, sehinggs kemudian
dapat dipaparkan mengenal pendapat bagsimana seharusnya pengaturan mengensai
aka pendirian Perseroan dalam SABH.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoieh dari hasil
pembahasan yang merupakan jawaban alas pokok permasalahan dalam penelitian

penulisan tests ini, termasuk berigi saran dari Penulis,
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BAB IX
PENGESAHBAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SERAGAI BADAN
HUKUM MELALUI SISTIM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

2.4, Tinjavas Umum Mengenai Perscroan Terbatas dihubpugkan dengan
Undang-undang Nomer 40 Tahun 2007 Tenfang Persercan Terbatas
2.1.1, Pengertian dan Pasar Hukum Persersan Terbatas
Persaroan Terbatas (Limited Liability Company, Naamloze Venwootschap)
adalah bentuk yang paling populer dan setua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud
dengan Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum
vang didinkan berdasarkan peranpian antara 2 {dua) orang ateu lebsk, untuk
melakukan kegiztan usaha dengsn modal dasar vang selurvhnys terbagl dalam
saham-ssham. Suastu Perseroan Terbatag bizsanva dengan mudah dikengli dalam
prakiek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya ™
Menurut Black Law Dictionary, Perseroan aisu Corporation s adalah;*

An entitly (usu.a bussiness) having anithority under law to act a single person
distinet fram shareholders who own and having rights to issuwe stock and axist
indefinitely; a group of swecession of persons established in acvordance with legal
riles into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the najural
persons who make it up, exists indefinitely apart from then, and has the Jegal powers
that its constitution gives i,

" Munir Fuady, Pengantar Hulurs Bisnis, Metrata Bisnis Modern di Era Globat, Cet. TL,
(Bandun%: PY. Citra Adilya Bakl, 2005), him. 35.
Y Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8 edition, (St Paul: West, 2004), hlm. 365.
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Pengertian diatas dapat disuopulkan bahwa dalam suatu Perseroan atau
Korporasi menypakan suatn badan hukum den terpissh dan harta kekavaan pars
pendirinya maupun para pemegang sahamunya,

Pada awalnya pengaturan mengenal Perseroan Terbatas i diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan fetapi seinng dengan semakin
berkembangnya bentuk Persenvan Terbatas ini, pemeuntah membuat suatu peraturan
khusus mengenat Perservan Terbatas, vaknt Undang-undang Nomor 1 Tghun 1995
Tentang Persercan Terbatas.

Sampai bulan dengan bulan Maret 1995, Indonesia masth menggunakan Wek
{Wethoek van Koophandel, Staatsbiaad 184723} atae Kitab Uindang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) dalam pengaturan Perseroan Terbatas (PT) seperfi yang diatur
dalam Buku Kesatu Tiel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampal dengan Pasal 56 dan
perubzhannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971; kemudian
pengaturan Hukum Perusshasn atau Hukum Perserozn di Indonesia dilakukan
perubahan, vaitu pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-undang Nomor 1
Tghun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia
{L.NRI) nomor 13 Tahun 1995 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(LNRI} nomor 3678, setelah kurang lebih 12 (dua belss) tahun, pada tengeal 16
Agustus 2007 diberlakukan Undeng-undang Perseroan Terbatas yang baru untuk
mengganfikan Undang-undang Nomor 1 Tabun 1995 yaity dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106
tahun 2007, Tambahan Lembaran Negars Nomor 4756.°

Alasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengen
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tesdapat dalam konsiderans Undang-ondang
Nomor 40 Tahun 2007 antara lain:"

¥ Habib Adic, Status Badow Hulam, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseramn
Terbutas, Cet I, {Bandung: CV Mardar Maju, 20083, Bim. 1.
¥ Indonesin, op.cit., konsiderans,
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Bahwa perckonomian nasional yang disslenggarskan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebemsamaan, efisienss berkeadilan,
berkelanjutan, berwaswasan lingkungan, kemandinian, seria dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, periu
didukung oleh kelembsgaan perckonomian yang kokoh dalam rangka
mewnjudkan kesejahteraan masyarakat,

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian
nasional dan sekaligus membenkan landasan yang kokoh bagi dunia usaha
dalam menghedapt perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologt di era globalisasi pada masa mendateng,
perlu  didukung oleh svatu undang-undang yang mengatur fentang
perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia
usaha yang kondusif,

Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembasgunan
perekenomian nasional perlu diberikan landasan bukum uniuk lebih
memacu pembangunan nasional yang disusun sebagal usaha bersama
berdasar atas gsas kekeluargaan;

Bshwa Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 1995 tentang Perseroan Terbaias
dipandang sudsh tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan mdang-undang vang
hara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hanf 3,
hursf b, hurot ¢, dan horef 4 perly membentuk Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatag

Penjolasan UU PT tersebut ditegaskan bahwa:'’

a.

Dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang fersebut (UU
PT Nomor 1 Tahun 1995) dipandang tidak lagt memenuhi perkembangan
hukurn dan  kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang
begitu pesat, khususnya erz globalisasi.

Meningkatnya tuniufan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian
hukum,

Tuntutan skan porkembangan duma usaha yeng sesuar dengan prinsip

pengelolaan perusshaan yang baik (good corporate governance).

¥ Habib Adjie, op.cit, him. 2.

Universitas Indonosia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



15

Oleh karens ity, diperlukan sustu pemturan baru yang lebih mengskomodir
selurub kelemahan-kelemahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 Tentang
Perseroan Terbatss maka oleh pemernintash dibuat swatu uwndange-undang bam
mengenai Perseroan Terbatas.

Dasar hukum dari Perseroan Terbatas di Indonesia yang saat i berlaku adalah
Undang-undang Nemor 40 Tahun 2007 Tentang Persercan, Terbatas, Ketentuan ini
mengubah peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas.

Pengertian Perserpan Terbatay menurmt ketentuan Pasal | ayat (13 UU PT: 8

“Perseroan Terbatas, veng selanjutnya disebut sebapai Perseroan,
adalah badan hukum yang merupakan persckutuan modal, didinkan
berdasarkan perjanjion, melakukan kegiatan usaha dengan medal dasar
yang sclurihnya terbagi dolam saham dan memenuhi persyaraian yang
ditstapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Pengertian diatas dapat kita ambil sustu kesimpulan bzhwe dslam suafn
Perseroan Terbatas selalu terdapat unsur-unsur sebagar berikut:
1. Mempunyai Status Badan Hukum;

Seperti telah divraikan sebelummya, bahwa suatu Peseroan Terbatas adalah
merupakan suatu badan hukum, oleh karenanya pada hakekatnya Perseroan
Terbatas depat dikataken sebagai:*’

I. Kumpulan atau asogiesi modal, vang mana adalah bertujusn untuk
menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau fujuen khusys lainnya,

2. Kumpulan modal ini dapat melskuksn perbustan bukum dalam
hubungan-hubungan hokum, dan karenanya dapat digugat atau
mengsgugat di depan pengadilan.

3, Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan

tertentu  sesual  dengan  peraturan  perundang-undangan  vang

# Indoncsis, op.cit. Ps. langi;x i
¥ Gunawan Widjaja, Hak Iutivide don Kolekiif Para Pemegong Soham, Cel 1, (Jakerta:
Forum Sahabat, 20083, Bim 1
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mengatumya. Sebagal suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal
tersebut harus dipergunakan untuk dan seswai dengan maksud dan
tujuan vang sepenuhnya distur dalam anggaran dasamys, yang jugs
dibust menurut peraturan perundeng-imdangan yang berlakn,

. Kumpulan modal ini mempuoyal penguarus yang akan bertindak untuk
mewnkili kepentingan badan hukum ini, vang harus sesuat deagan
maksud dan tajuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya
pemisahan antarz kebendaan harfa kekayaan yang fercatat atas nama
kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh
pengurus,

. Keberadaan modal badan hokum int tidak dikaitkan dengan
keanggotazn tertenty, dalam artian setiap orang yang memenult syarat
dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasamya dapat menjadi
anggota badan hukure inf dengan gegala hak dan kewaiibannya.

. Sifat keangpotasnnya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih
kepada sigpapun jugs, meskipun keberadaan badan hukem int sendint
adalah permanen atau tidak dibatast jangka waktu berdirinys,

. Tanggong jawab badsn hukuem dibedakean dant tanggung jawab
pendin, anggota, mavpus pengurus badan hukum tersebut,

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bshwa dalam svatu Perseroan

Terbatas, kumpulan modal memiliki kekuatan yang penting dalam membangun

suatu Perseroan Terbatas. Modal itu sendin dalam Perseroan Terbatas, terbagi

atas saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Dasar dan swatu Perseroan Terbatas adalah didiriken berdasarkan perjaniton,

maka i dalam Perseroan Terbates ada pihak-pihak vang membuat perganiian

tersebut. Dalam ari babwa terdapat lebih dani sam orang atau sekurang-

kurangnya dea omng atau dea pihak yang terlibat dalam penditian suatu
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Perseroan Terbatas ®. Apabila seseorang ingin melakukan pedanjian maka hars
febih dar 2 (dud) karena tidak nwngkin jika suatu perjaniian dilakukan hanya
seorang din tanpa orang lain. Suafu perjanpian harus memenubi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata:*!

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna
hahwa pars pihak vang membust peraniian ielah sepakat atav ada
persesuaian kemauan atay salng meayetujui kehendak masimg-masing
yvang dilahitkan oleh pars pthak dengan tieda paksaan, kekeliruan, dan
penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu penkatan;

Cakap (pekwaam) wmerupakan syarat wmom untuk  dapat
melakukan perbuatan hukum secara seh yaitu harus sudah dewasa,
sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan
untuk melskukan sustu perbuatan atay tindakan hukum tertentu
Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagal omng-orang yang
tidak cakap untuk membuat susty perianjian;

1. Orang-crang yang belurm dewasa;

2. Merekayang ditarch di bawah pengampuan,

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
Undaag-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-
Undang telsh melarang membuat pesjanjian-perjaniian
tertentu, misal orang yang telah dinyatakan pailit oleh suaw
badan yang berwenang tdak dapat melskukan suatn
perbuatan hukurn dun dalam perkembangannya khususnya

*{ Gusti Rai Widjaya (&), Hukum Perasafiaan (Undang-Undang dan Peraturan Peloksimaan
Undemg-Undang Di Bidang Usaha), (Jakarie: Kesaint 3lanc, 2003), him. 134.

# Ridean Systrani, Selik-Beluk dan Asas-asas Hickum Perdata, Cet. I, (Bandung; Alomni,
2000, him. 214.
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mengenai kedudukan wanita yang telash bersuami yang
dianggap tidak cakap berbuat hukum telah diubah
pengaturannya menjadi cakap untuk melakukan perbuaten
hukum, walaupun tidsk melaly! instrumen hukum yang
tepat, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
{8EMA) No. 3 Tahun 1963

3. Suatu bal fertenty;

Suaiu hal fertentu dalam perjanjian adalzh barang yang menjadi
suatn objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, barang yang menjadi objek suatu penanjian harus
terientu, setidak-fidaknya harus ditentukan  jesisnya, sedangkan
jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat
ditentukean stau diperhitungkan. Hak-hak dan kewajiban kedua belah
othak fika @mbul suatu perselisthan hams dapat ditetapkan dan
dianggsp cukup jelas dan prestasi hares swmgkin univk dapat
dilaksanakan oleh para pihak yang menyepaka#i.

4. Suatu sebab yang halal.

Sehab yang halal ini merupakan syarat yang terakhir dalam suatu
syarat sahnya suatu pegamian. Mengenai syarat ini disebutkan dalam
Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
bahwa suatu perjanpian tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu
ssbiab yang palsu atau terlerang, tidak mempunyai kekuatan hukum
serta isi perjanjian atau prestasi yang telah disepakat tidak boleh
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan
mencakup norma kesopanan, ketertiban urmum dan kesusilaan .

Suatu perjanjian haruslah memenuvhi unsur-unsur tersebut diatas jika salah
satu fidak dipenuhi maka ada 2 (dua) akibat hukum dasi perjanjian tersebut yaitu
batal dermi hukumt atan dapat dibatatkan, Dua syarat yang pertams, dinamakan
syarat-syarat subyektif karena menpenai orang-orangnya atau subyeknya yang
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mengadaekan peganjisn, dan jika kedua syarat tersebut fidak dipenvhi atau
dilangear oleh salah satu atau kedua belah pihak maka akibat hukumnya adalah
perjanjian tersebut dapat dibatatkan, sedanpkan dua gyarat yang terakhir
dinamakan syarat-syarat obysktif karena menpenal petjanjiannya sendiri oleh
obyek dari perbuatan hokum yang dilakukan itu dan apabila syarat-syarat tersebut
dilanggar oleh salah satu pithak saja maka perjanjian tersebut dianggap batal derm
hukuro atau sejak awal perjanjian tersebut tidsk pemah ada dan kewsjiban-
kewaiiban vang lahir dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
Perjanjian atau kontrak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hubungan hukem antsra subjek hukum vang satu dengan subjek hukum
yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum
yang satu berhak atas prestasi dan begitn juga subjek hukum yang fain .
berkewapiban untuk rmelaksanskan prestasinya sesuai dsngan vang telah i
disepakatinya ™
Jadi dalem sustu perjanjizn harus memenuhl wnsur-unsur antara lan: ada
hubungan antar subjek hukem, subjek hukum yang satu berhak atas pelaksanaan
prestasi {pembayaran} dan pihak atau subjek hukum lainnya berhak untuk
melaksanakan prestasi.
3. Melakokan Kegigtan Ussha dengan Modal Dasar vang Ssluruhnva Terbagi
Alag Saham:
Berdasarkan Pasal I ayat (13 UU PT yang menyvebutkan bahwa PT adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam mengelola

suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan
atan awthorized capital. Modal perseroan dibedaksn sntara modal dasar, modal
ditempatkan atay modal dikeluarkan, dan modal disetor. Modal ini tevbagi atas
szham-saham yang dimiliki oleh pars pemegang saham.

4. Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan Dalam Undane-Undang.

z Sahm, H.8., Perkembangan Hukum Konirak Imnominant Di Indonesia, (Jekarta: Sinar
Graliks, 20033, Wlm. 1.
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Ssimn ketiga persyaratan diatas, unsur lam dan sustu Perseroan Terbatas vang
penting adalah bshwa Persercan Terbatas tersebut dibmruskan memenuhi
persyaratan-persyaratan fertenty ssbapaimana tercantum dalam Undang-umdang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas.

Jika salah satu unsur diatas tidak dipenuhi maka suatu badan atau persekutuan
tersebut tidak dapat dikatekan sebagat surtu Perseroan.

Pendirisn seatuy Perseroan Terbatas hamslah memenuhi persvaratan tertentu
agar dapat diakut sebagal suaty badan hukum yang mandin. Persyaratan fertentu
dimaksud meliputi persyaratan material dan persyaratan formal. Persyaratan matenial
meliputi adanya kekavaan vang dipisahkan (ferpisah), mempunyal tujuan terfentu dan
memiliki organisasi yang teratur. Swdangkan persyaraten formalnya, Perseroan
Terbatas harus didinkan dengan suatu akia otentik yang dibuat di hadapan notars
yang merupakan akta pendirian™,

Salah satu persyaratan materizl yang harus dimiliki suaty Perseroan Terbatas
agar dapat dikatakan sebagal suatu badan hukom yaitu kekavaso terpisah. Dalam hal
ini kekaysan terpisah tersebut membawa akibat, antara lain:®

1. Keeditur pribadi dari para persero dan atau para pengurusnya tidak
mempunyai hak untok menuniot harta kekayaan badan hukum itu;

2. Para perserc dan jugs para pengurusnya secara pribadi tidak dapat
menagih piutang badan hukum dan pihak ketiga;

3. Kompensasi antara hutang prbadi dan hutang badan hukum tidak
diperkenankan;

4, Hubungan hukum, baik perikatan mavpun proses-proses antara para
persero dan atgu para pengurusnya dengan badan hukum dapat saje
tenadt seperti halnys antara badan hukum dengan pihak ketiga; dan

® Rachmadi Usman, op.cit, hlm, 5453,
* Agus Budiarto, Seri Huktim Perusahiewr; Keduduken Hukunr dan Targging Jaweh Pendiri
Perseroan Terbatas, (Jakaria: Ghalis Fedonesia, 2002, blm, 390.
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5. Pada kepailitan, hanya pam krediter badan hukam it saja yang dapat
menuntut harta kekayaan yang terpisah ito.

Persvaratan matertal lainnys yaitu twuan tertentu dapat ditemukan dalam
anggaran dagar suatu Persercan Terbatas. Dalam anggaran dasar tersebut harus
dicantumkan mengenal maksud dan tyjuan suatu Persercan Terbatss. Adanya
organisasi yang teratur dard suatu Perscroan Terbatas ditendai dengan mempunyal
anggaran dasar vang terdapat dalam akta pendirian Perseroan tersebut.

Selain ity, pada dasamya suatu Perseroan Terbates juga mempunyai cin-cicd
atau persyaratan-persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:”

I, Memiliki status hukum tessendin, yvaitu sebapai suatu badan hokum, vaitu
sebegal suste badsn hukum {orificial), vang sengaja diciptakan sieh
kukum untok membentuk kegigtan perckononyan, yang dipersamakan
dengaz; individu manusia, orang-perorangan; ‘

2. Mermiliki harte kekavaan tersendin vang dicatatkan atss namanya sendir,
dan pertanggungijawaban senzﬁz;i atas setiap tindakan, perbuatan termasuk
perjanjian yang dibuat. Itu berarfi Persercan dapat mengikatkan didnya
dalam satv atau lebih perikatan, veng berarti menjadikan Perseroan
sebagai subjek hukum mandin {persona standi in judicio) yang memiliki
kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan
pengadiian:

3. Tidak lagi maembebankan tanggung jawabnya kepada pendisi, atau
peregang sshamnys, melainkan hanva ustuk dan ates nama dirinya
senditi, untuk kerupian dan kepentingan dirinya sendis;

4. Kepemltkannya tidak digantungkan pada percrangan tertenty, yang
merupakan pendint atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan

dapat dialihkan kepada sizpapun juga menurut ketenfuan yang diatur

* Gunawan Widiaja (&), Risiko Hukum Pemility Direksi dan Komizaris Perseroan Terbatos
{Seri Pemahanian Perseroan Terbatas), Cel. §, (hakarta: Niaga Swadaya, 2008), hins, 11,
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dalam Anggaran Dasar dan wndang-undang vang berlaku pada suatu
waktu terfenty;

5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunys dus  tdak lagi
dihubungkan dengan eksistenst dan pemegang sahamnya,

6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para
pengurus (Direksi}), Dewen Komisaris, dan atau Pemegang Saham tidak
melakukan pelanggaran tethadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Jika merujuk pada UU PT, ada beberapa persyaratan yang harus dipenvhi dan
diikuti dalam proses penditian suatu Perseroan Terbatas, antara Jain:®®

i. Sebagai beniuk penaniian, Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sekurang-

kurangnya 2 (dus) orang; ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban
urtuk tetap memperizhankan jumlish pemegang saham sskurang-kurangnya 2
(dua} orang.
Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) ULIPT, yvang dimaksud dengan “orang™
dalam ketentuan ini adalah orang perserorangan, baik warga negara Indonesia
maupun asing atas badan hukum Indonesia atau asing, Ketenfuan ini
menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT bahwa pada dasamya
sebagat badan hukum, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian,
kareng itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti baliwa porjanjian pendirian Perseroan
Terbatas tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh
pejsbat umum yang ditunjuk unluk membuat skia pendirian tersebut, yaitu
Notariz {pasal 7 ayat (1} UU PT).

3. Dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa [aionya. UU PT pun mengatur
hal ini dalam pasal 7 ayat (1). Jika inging dibuatkan bahass lainnya (sslain
behasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat
digjukan dalam rangka pengesahan akia pendirian fersebut.

* Abmad Yani dan Gunawan Widjaja (2), Seri Hekunm Bisnis Perseroan Terbatas, (Jaksria:
Raja Grafindo Persads, 19995, him. 26
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. Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas (atau PT Tbk untuk Perseroan
Terbatas terbuka), dalam hal ini jika Perseroan tersebut felah melakukan
periawaran urmum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

. Disahkan oleh Menferi melalul Surat Keputusannya. Pasal 7 ayat (4) UUPT
menyatakan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal
ditetbitkannya keputusan Menleri mengenai pengesshan badan hukum
perseroan”. Ketentuan ini menegaskan bshwa perbuatan hukum perseroan
sebagat badan hukum mulal berlzku sejak tanpgal diterbitkanya keputusan
Menteri mengenal pengesshan badan hukum perservan. Pengesshan i
ditakukan melalui jass teknologi informasi Sistim Administrasi Badan Hukum
{SABH) secara clektronik oleh Menteri.

. Didsfiarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusshaan, termasuk sémua pembahanng;ra Hal ini diatur dalam pasal
26 UU PT. Adapun sjuan dan pendaflaran perusghaan ini adalzh untuk
mencatat bahan-bshan keterangan vang dibuat secara benar dan suatu
perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi uniuk semug pihak vang
berkepentingan mengenai identites perusshaan yang fercantum di dalam daftar
perusehaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka
menjamin kepastian berusaha.

. Diumumkan dalam Berita Negarz Republik Indonesia, termasuk semuz
perubahannya Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU PT. Pengumuman Perscroan
dalam Tambahan Berita Negars Republik Indonesia dilakukan oleh Mentent
Hukum dan Hak Asasi Masusia Republik Indonesia,

. Untuk Perseroan Terbatas tertutup ditentukan besamya modal dasar sekurang-
kurangnya Rp 50,000.000,- (lima pulub juts rupiah), dengen ketertuan pada
saat pendivtan minimum 25% {dua puluh lima persen) dari nilai nominal
modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini diatur dalam
pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU PT,
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2.1.2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas
Penggunaan Nama Perseroan ini masih memakai Peraturan Pemernntah Nomor
26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Dikarenakan peraturan
yang baru belum dikeluarkan oleh pemerintah maka penggunaan Nama Perseroan ini

masih memakai Peraturan Pemerintah ini. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

159 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap bedaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang

inl.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama
Perseroan Terbatas, mengatur antara lain behwa Nama Perseroan merupakan nama
diri Perseroan yang perolehannya harus diajukan kepada Menteri dengan suatu
permohonan guna mendapat persetujuan. Permohonan ini dapat diajukan bersamaan
atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau
permohonan akta persetujuan akta perubahan anpgaran dasar. Persetujuan pemakaian
nama Perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan
pengesahan akta pendinan atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran
dasar diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.*

Penggunaan Nama Perseroan tidak boleh memakai nama yang:**

(1) a  Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama

pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;

¢. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara
lembaga pemenntah, atau lembaga intemasional,
kecuali mendapat 1zin dan yang bersangkutan,

d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan
usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan
saja tanpa nama diri;

? Jamin Ginling, op.cit., hlm. 40.
% Indonesia, op.cit., Ps. 16.
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e, Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau
mmngkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f Mempunyal arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau
persekuiuan perdata.

{2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan
Terbatas” afan disingkat “PT”.

{3} Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada skhir nama
Perseroan ditambah kata singkatan “Thk™.

{4) Ketenman lebih lanjut menpenail tata cara pemakaian nams
Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam sstisp penggunaan Nama Perseromn diwsjibkan untuk memakal Nams
Perserogn sesual dengan fata bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Mengensi terpat kedudukan, Perseroan mempunyai tempat kedudukan yang
berada di selurub wilayah Republik Indonesia Dalar anpgaran dasar Persercan
tersebut bissanya juga dicantumkean dalam pasal tertentu mengenai kedudukan dan

Perseroan tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 UU P, vang berbunyi->

(1} Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar,

(2) Perseroan  mempunyai  alamat lengkap sesuwai dengan tempat
kedudukannya.

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan,
barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus
menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 17 UYU PT juga mengatur bahwa dalam setiap Persercan Terbatas
mempunyal empat kedudukan dalam degrah wilayah kotamadya atau kabupaten di
dalam selunuh wilayah Republik Indonesia.

® Ibid, Ps. 8.
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2.1.3. Jangka Waktu Berdirinya Persercan Terbatas

Sesusi dengan Pasal 6 U PT, jangka waktu Perseroan Terbatas ditentukan
dalam anpparan daser, baik jsnpgka waktunya terbatas maupun jangka waktu
Perseroan tersebut tidak terbatas.

Apabila Perscroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, jangka waktu fersebut
harus disebutkan seoara tegas dan jelas dalam anggaran dasar, contoh: untuk wakiu 2
tahun, 5 tzhen, 10 tshun dan seterusnya Begitu jupa, apabila Perscioan didirikan
untuk jangka waktu tidak terbatas, harus disebutkan dengan fegas dan jelas dalam

anggaran dasar,

2.1.4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Pasal 2.UY PT mengatur behwa setiap Perseroan harus mempunyat maksud dan
tjuan sebagaimana tercantum dalem anggaran dasar dan yang tidak bertentangan
dengan norma-norma yang antara lain sorma ketertiban, norma kesusilaan, serta tidak
hertentangan dengan peraturan perundang-ondangan,

Kegiatan usahs dar Perseroan meruvpaken kegiatan yang dijalankan oleb
Persercan dalam mencapai maksud dan mjuannya serfa harus dicantumkan dalam
anpgaran dasar Perseroan tersebut.

Maksud dan tujuan Persercan yang dicanturmkan dalam anggaran  dasar
memiliki 2 (dua) aspek. Pertamae, maksud dan tujuan Perseroan ini merupakan
sumber kewenangan bertindsk bagi Perseroan. Kedua, menjadi pembatasan ruang
lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ™

2.1.5. Modal dan Saham Perseroan Terbatas
Berdasarkan  Pasal 1 ayat {1} UU PT yang menyebutkan bahwa Perseromn
Terbatas adalah badan hukum vang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam

* Famin Ginfing, ep.oit., hlm. 17,

Umiversitay Indonesia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



27

mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar
perseroan atau anthorized capitel. Permodalan dari suatu Persercan Terbatas dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:™

1. Modal Dasar

Modal dasar sering diistilahkan dengan awthorized capital atau equity.
Modal dasar ini merupakan seluruh modal dari perusahaan seperti tertulls
dari angparan dalam dasamya, baik yang sudah ditempatkan maupun
fidak baik vang sudah disefor maupun belom. Modal desar inilsh yang
sering dipakai sebagat kniernia ager sustu Perseroan Terbatas dapat
digolongkan ke dalam kategon tertentu. Dalam Pasal 32 UU PT
ditentukan minimal modal dasar perseroan besarnya Rp §0.000.000,00
(lfma puluh juta rupiah). Penstapan besamya modal dasar perseroan
tersebut tentunya disesuakan dengan keadaan perekonomian (.’;:m nilat
uang Rupiah.

2. Mboda yang Ditemnpatkan

Modal yang ditempatkan ini sering disebut juga dengan isswed capital.
Ini merupakan modal vang teish dizlokastkan kepada pemegang ssham
tertentn. Jadi sudah dikeluarkan dar portepel.

Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan
sebenamya telah terjual kepada para pendini maupun pemepang saham
perseroan. Jadi, para pendin demikian jugs para pemegang szham
perseroan telah menyanggop! univk mengambil bagian sebesar aan
ssiumiah tertento dani saham perseroan, dan oleh karena i dia
mempunyai kewajiban entuk membayer afau melakukan penyestoran
kepada perseroan.

Pada Pasal 33 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa modal yang
ditemnpatkan paling sedikit 25% dari modal dasar.

* Wunir Fuady (2), Hubuw Perusahusn Dalom Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarian
Undang-Undding Nomor 40 Talun 2067, Ca, 1L, (Bandung: PT Cira Aditys Bekd, 2008), him. 24,

Universitas Indonesia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



28

3. Modal Setor
Modal setor disebut juga paid up capital. Ini merupakan modal yang
ditempatkan, tetapi telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya Pasal
33 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahiwa seluruh modal ditempatkan sudah
harus disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas
4. Modal/Ssham dalara Portepel
Ini dimaksudkan sebagai modal persercan yang belum ditempatkan.
Jadi, jumlah modal dasar dikurangi dengan modal yang ditempatkan.
Modal dalam portepel ini disebut juga unissued capilald, patential capital,
gtew port falia,
5. Modal Ditempatkan Tidak Disstor
Merupakan selisth antarz modal ditempatkan dan modal setor. Disebut
juga isswed and inpaid up capind,
6. Modal Non-equity
~ Modal non-equity merupakan modal perusahaan yang didapat dan
pinjaman perusahazn tersebut, Jadi, idak dibayar oleh pemegang ssham,
tetapr dibayar dand pinfaman perusahaan vang nantinya akan dibayar
kembiali oleh perusahaan tersebut kepada pemben pmijaman,
7. Total Investast
Yang dimsksud total investasi adaleh kesgluruban investasi yang
dilakukan oleh pemegang saham dan oleh perusshasn tersebut techadap
Jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. JYadi, total investasi
merupaksn penjumishan antars modal ssham dan modal rom-equity.
Modal saham disini dimaksudkan tidak lain dari equity dari perusehsan
yakni keseluruhan modal dasamye (ditempatkan atau tidak)
Saham merupakan modal Perseroan yeng memiliki nilai nominal, setiap

pemegang ssham diberi bukti pemilikan ssham untuk saham yang dimilikinya.
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Pengamtan bentuk bukt pemiliken ssham ditetapkan dalam angparan dasar sesual
dengan kebutuhan,

Pasal 60 ayat (1)} dan pemjelasannya dari UU PT discbutkan bahwa yang
dirnaksud desngan saham adalah suata benda bergerak dan memberikan segala hak
kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak
memberikan hak kebendasn kepada pemegaengnya, hak mena dapat dipentahankan
terhadap setiap orang >

Pada umumnya penyeloran atas sgham adalah dalam bentyk pang. Namun
demikian tidek tertutup kemungkinan pemysioran afss saham dalam beatuk lain
sehingpa mengakibatkan penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam bentuk lain itu bisa berupa henda berwajud
atau benda fidak berwaojud vang 'dapat dinilal dengan unang, dan penilaian harga
ditetapkan olch ahli atan tim penilal yang tidak terikat pada Persercan.

_ Saham yang dinaksed pada uraian di atas adaleh bagian pemegang saham di
dalam perusahaan, vang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada
surat ssham yang dikeluarkan olch perseroan atan yang disebut nominal ssham.
Dalam ketentuan UU PT melarang apabila ada ssham vang dikeluarkan Perseroan
tanpa nominalnya. Setisp saham juga membenkan hak yang tidak dapat dibagi
kepada pemiliknya.

Metwrut Black Laow Dictionary, Saham yang didefinisikan sebagai Stock, adalzh
sebagai benkut:

Stock is proportional partof e corporation’s capital cepresented by the number of
equal umits {or shares) owned, and granting the holder the right to participate in the

company’s general management and fo share in its nef profitsor eamings >

# Jamin Ginting, ep.ciz, him. 71.
33 . :
Munir Fuady (a0}, epoif hlm, 37,
M Bryan A, Gorner, op.cit., him. 1456,
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Dapat diartikan bahwa ssham merupakan bagian dari Perseroan yang diwakili
oleh jumlah nomimal saham dan dapat mempunyat hak untuk berpantisipasi dalam
RUPS dan mempunyai deviden.

Pemegang ssham adalah sescorang yang memiliki dan mempunyai hak
kebendagn fedhadap suatu ssham. Sebagar subyek hukum pemegeng ssham
mempunyai hak dan kewajiban yang tunbul stas sgham tersebut. Selskn pemegang
hak, pemegang saham berhak memperishankan heknya ferhadap setiap orsng. Kepada
pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk ssham yang dimilikinya
Bukti pemilikan ssham atas wnjuk berupa surst saham, sedangkan bukti pemilikan
ssham ates riama, diserahkan kepada pars pemegang saham dan ditetapkan dalam
Anggaran Dasar sesual dengan kebutuban. Hak dan kewajiban pemegang saham baik
terhadap perseroan maupun terhadsp pemegang szham lannya berada dalam
hubungan perikatan, sebagaimana diatur daim Undang-Undang dan Anggaran Dasar
Perseroan.

Suatu Perssroan Terbatas, pemegong szham memiliki hak untuk menentukan
kebijakan-kebijakan ataupun findakan-tindakan sehubungan dengan kegiatan yang
skan dilskukan oleh Perseroan Terbztas tersebut Sebelum berlakunys Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perservan Terbatas stau UU PT yang lama,
dapat dikatakann bahwa pemegang saham secama mutlak bertangeung jawsb secara
terbatas atas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan PT vang
dimilikinyz tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat ini berlaku, tanggung jawab
para permegang saham hanyz sebatas pada ssham yang dimiltkinya. Hal ini tercantum
dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa “Pemegang saham perseroan
tidak bertanggung jawab secara pribadi shas perikatan yang dibuat atss nama
perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang

dimilikinya™. ¥

¥ Indonesia, ap.¢it., Ps. 3 ayat (1),
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Dapat diartikan bahwa sasham merupakan bagian dari Perseroan yang diwakili
oleh jumlah nomimal szham dan dapat mempunyal hak untuk berpartisipast dalam
RUPS dan mempunyai dewviden.

Pemegeng saham adalah seseorang vang memiliki dan mempunyai hak
kebendaan terhadap suatu ssham. Sebagai subyek hukum pemegang saham
mempunya: hak dan kewathan yvang timbul atas saham fersebut. Selaku pemegang
hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Kepada
pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan
saham atas nama, diserahkan kepada para pemepang ssham dan ditetapkan dalam
Anpgaran Dasar sesuai dengan kebutuhan, Hak dan kewajiban pemegang saham baik
feifiadap perseoan maupun terhadep pemegang saham lainnya berada dalam
hubungan perkatan, sebagaimana distur daim Undang-Undang dan Anggaran Dasar
Perseroan.

Suatu Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki hak untek menentukan
kebijakan-kebijakan atsupun tindakan-tindakan sehubungen dengan kepiatan vang
gkan dilakukan olesh Pemercan Terbatas tersebut Sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor T Tahur 1995 tentang Perseroan Terbatas ataw UU PT vang lamsg,
dapat dikatakan bahwa pemegang saham secara mutlak bertanpgpung jawab secara
terbatas atas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan PT vang
dimilikinya tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat i berlaku, tanggung jawab
para pemegang saham hanya sebatas pada saham yang dimilikinya. Hal i tercantum
dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa “Pemegang saham perseroan
tidak bertanggung jawab secwra pribadi atas perikatan yang dibuat ates nama
perseroan dan tidak bertanggunyg jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang

dimilikinya”, *

* Indonesie, ap.cit., Ps. 3 ayat (1),
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Tangpung jawsb pars pemegang saham hanya sebatss pada harta kekayaan
milik pribadinya yang telah dimasukkan pada Perseroan Terbatas * Dengan kata
fain, para pemegang saham tidek berkewajiban uniuk melunasi hutang-hutang
Perseroan Terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan Perseroan Terbatas masih
belum mencukupi. Demikian pula pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang
saham untuk memenuhi kewsjtban Perseroan Terbatas seandainyz harts kekayaan
Perseroan Terbatas tidek mencukupi.

Jelas behwa pemegang saham suatu Persercan Terbatas mempunyai tanggung
jawab vang terbatas atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.
Pemegany szham hanya bertanggung jawab sebatas milai ssham yang dimilikinya
Harta pemegsng sdham tidak dapat dijadikan objek jaminan atan turut disifa untuk
untuk menutupt pelunasan utang atauw keragian yang tmbul dan kegiatan usaha

_ persercan,

Pada urzian gsebelumnya telzh dijelaskan babwa pemegang saham memiliki
tanggung jawab yang terbatas. Pemepang saham hanya bertanggung jawab sehatag
nilai ssham yang dimiikinya, tidak sampai kepada harta pribadinya terhadap segala
kerugian yang ditimbulkan dan kegiatan perseroan. Namun melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terjadi perubahan vang cukup
mendasar, yaitu dalam beberapa keadaan atau kondisi, pemegang ssham dapat
dituntut untuk bertangeung jawab secara pribadi. Dalam UL PT diater kemungkinan
pemeganyg ssham hzrag bertangpung jawab sampai dengan harta pribadinya. Ada hal-
hal tertenty dari tindakan pemegang ssham yang dapat diminiakan perfangguny
jawsban secara pribadi. Pengecualian berlakunya doktnn keterbatasan tanggunz
jawab terscbut, dalam hukem Perseroan prnsip ini dinamakan dengan doktrin

piercing the corparate veil atau lifting the corporate veil .

* Rashusdi Usman, spuic, him. 148,
¥ Munir Fuady (5), Pengantar Hukon Bisyis, Ces. 1, (Randung  PT. Aditya Bakti, 20023,
him. 3%,
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Prnsip atas dokirin ini depat diberlakukan jika termnyata permegang saham
menysalahgunakan benuk Perseroan Terbatas tersebut makg menjadilah ia harus tkut
bertanggungiawab secara pribadi. Artinya jika kekayaan Perssroan Terbatas tidak
mencukupi, maka dapat diminta untuk dicukupt dengan harta kekeysan pnbadi
pemegang saham, atsu bahkan jika perlu lsngsung dapat dimintakan
pertanggungjawabannya dari harte kekayaan pribedi pemegang saham’,

Dalam UU PT, pengaturan mengenal doktrin plercing the corporate verl atan
fifting the corporate veil ini tercamum dalam Pasal 3 ayat (2), dimana dinvatakan
pemegeng saham betfangeung jawab secara tidak terbatas dalam hal:>

I. Persyarstan Perseroan sebagal badan hukum belum atan tidak
terpenuhi;

2. Pemegang ssham yang bersangkutan batk langsung maupﬁzl tidak
fangsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perserozn  untuk
kepentingen pribadi;

3. Pemepgang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yeng dilakukan oleh Perseroan; atan

4. Pemegang ssham yang bersangkutan baik langsing maupun tidak
fangsung secars melawan hukum mengpunakan kekayaan Perseroan,
vang mengakibatkan kekayasn Perseroan menjadi fidak cokup untuk
melunasi utang Perseroan,

Keempat hal yang menyebabkan terjadinva plercing the corporare veil atay
lifting the corporate veil jelas menunjukan behwa*

1. Dalam hal periama jelas pemegang ssham tdak secara serius
menghendaki status perfanggung jawaban terbatas vang hanya
diperoleh segera seielah Perseroan Terbatas didirikan  tersebut
mendapat pengesshan dari Mentenn dan Hukum dsn Hek Asasi

* Rudhi Prasetyn, Kedudubon Mandiri Perseroan Terbaras,( Bendeng: PT, Citra Aditya
Hak(, 19963, him. 226.

* Indonesia, ap.cif, P 3 ayal (2).

# Gunswan Widiedia {m), ap.oit, Blm, 38,
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Manusia Republik Indonesia. Hal ind sesuai dengan Pasal 7 ayat (4}
Ut PT, menyatakan bahwa Perseroan harus memperoleh pengesahan
dari Menteri dan Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia

2. Hal kedua, terkait dengan teon: keagenan, dimana pemegang saham
dengan itikad buruk telah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan
dirinya sendiri. Dalam kontcks demikian maka Persercan hanya
dijadikan samsna untuk melaksansksn tujuan dan pemegang saham
Perseroan.

3. Hal ketiga, menanjukan bahwa pada tindakan pemegang saham yang
bertentangan dengsn hukum (frawd). Dalarn hal ini pedu diperhatikan
adagium bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian kepada orang
lain, bertanggung jawab. atas kerugian yvang diterbitkannya tersebut.

4. Hal keempat, berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secasa
fidak ssh yang meoyebabkan harta Perseroan menjadi berkurang
sehingga Perserosn tidak dapat melunssi kewajibannya kepada
kreditor Perseroan,

Selain apa vang diuraikan diatas, datam ULT PT juga melindongl pemegang
sah amx minoritas spabila terdapat kerugian bagi dirinya, hal ini fercantum dalam Pasal
61 UG PT, vang herbunyi:

(1) Betiap pemepgang ssham bethak mengajukas gugatan terhadap
Perseroan ke pengadiian negen apabila dirugikan karena findakan
Perservan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai
alkabat keputusan RUPS, Direksi, dan/atay Dewan Komisaris.

{2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan
negen yang dagrah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perserozn.

Berdasarkan uraian Pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa UU PT sangat
melindungi pemegang saham minoritas dari keadaan stau kondisi apabila mereka
dirugikan atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakokan Perserosn Terbatas

tersebut.
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Berdasarkan uraian di atag terlthat jelas bahwa UU PT tidak hanya mengatur
bentuk tanggung jawab terbatas pemegang szham. Akan telapl, jugs mengatur
tndakan-tindakan dan pemegasg szham yang mengharusken pemegang ssham
berfanggung jawab penvh sscare pribadi atas kerugian vang ditimbulkan oleh
perseroan ferbatas ferhadap pihak ketiga Hal mi untuk membenkan pedindungan
kepada masyarskat secara umuo agar terhindar dari kerugian atas tindakan-tindakan
pemegsng saham suatu perseroan terbatas,

Doktrin piercing the corperaie veil ol berfujuan untuk menghindari hal-hal
yang merugikan para pthak yang dirugikan ferutama bagi pihak luar Perseroan dan
tindskan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan gtas nama Perseroan,
batk yang terbit dad suatu transaksi dengan pihak kefiga ataupun yang timbul dari
perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Tindakan yang terbit dari
suatu hubungan koniraktual misalnya jika terdapatnya hal-hal yang luar biasa dalam
Perseroan, sepertt Perseroan tidak pernsh membuat untung, atau percampuradukkan
antara bisnis dan finansial perseroan dengan pemegang saham, Prinsip piercing the
corporafe veil ini juga diferapkan terhadap yang non-kontrakiual, seperti jika terjadi
perbuatan melawan hukum, jika gagal mengikutl formalitas dari suatu Perseroan, atau
jika terjadi pemisahan antara dus Perseroan secara artifisial®.

Dengan denmkian tanggung fawab para pemegang saham terdapst kemungkinan
untuk dinuntakan tanggung jawab penvh secara pribadi apabila hal-hal sebagaimana
digebutkan dalam Pusal 3 ayat (2} UU PT tesjadt.

2.1.6. Statos Badan Hukum Persevoan Terbatas
Dayi uratan dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik
mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagal corporation adalah sifat badan
hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas. Dalam bahasa

Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “rechisperson” dan dalam

A Rachmadi Usman, op.cit,,, Wm. 154,
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kepustakaan tradisi hukum common law seringkali disebut dengan istilah-istilah Jega!
entity, juristic person, atau ariificial person,

Menurut Menurut Black Law Dictionary, Badan Hukum atau Legal Entity
adalah sebagal berikut.*

A bady, other than a natural persons, that can function legally, sue or be susd,
and make decisions through agenis,

Menurut Subekti, badan hukum adalzh suate badan atan perkumpulan vang
dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperii ssorang manusia, seria
mernmlbiki kekaysan sendint, dapat digugal atan menggugat hakim ®

Sedangkan menuwrut Rochmar Soemitro, badan hukum adalah suatu badan yang
dapat mempunyal harta, hak serta kewsiiban seperti orang pribadi. ™

Menurut Mochtar Kusumagtmaia dan B, Anef Sidharta, badan hukum adalahb
pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, vang dapat
menuntut atau dituntut subjek hokum lain di muka pengadilan

Dan kesmpat peagertian dintas depat diketshui bahwa suatu badan hukum
adalah svatu badan vang dibentuk karena hukum serta termasuk bagian dan subjek
hukum yanpg dapat m@mpurfyai hak dan kewajiban layaknya orang pribadi dan dapat
menuntut atau divuniut di muka pengadilan,

Badan hukum memiliki ciri-ciri vang khas dan berbeda dan badan non hukum,

citi-cininya antara lain*

t. Memiliki kekayaan sendint yang terpisah dan kekayaan orang-orang yang
mean)alankan kegiatan badan hukum tersebut;

% Bryan A. Garver, op.cit, Wim 913,
= Sizhﬁ:&& Pokok-Pokok Huleon Perdata, Cet, XXX, (Jakarta: PT. Toter Masa, 20053, Mw.
182,
* Rachomt Scemitro, Pesurmrm Perseroms Ferbotus, dengeaes Usdong- -undang Pajek
Per;eman Glandung: P Bresoo, 1979), him, 36,
® Mochtar Kusumaatmaja dan B, Arfef Sidharts, Pengantar Hmu Hulum, Suate Pevgenalan
Pertame Rzmzzg tasghup Berichanye Hukos, Cot. |, Bondung: Alemni, 1999), Bim. 82
i,
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2. Memilili hak-hak dan kewsjiban—kewajiban yang terpiszh dari hak-hak
den kewajiban-kewajiban orang-orang vang menjalankan kegiatan badan
hukum tersebut;

3. Memiliki figuan tertentu;

4. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak
terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan
berganty.

Menurut pandangan para ahli hukum dan doktrin-dokimn suatu Perseroan dapat
dikatakan memiliki status badan hukom jiks mempunyat vesur-unsur, aota {ain o

Adanya haria kekayaan yang terpisah;
Mempunyai tejuan tertent,
Mempunyat kepentingan sendin;
Adanya organisasi yang teratur,

Ll S

Kedua pendapat terseim{, pada dasamya zizempunyai konteks yang sama dan
olel karens ifu suaty badan hukom memiliki cin-cisi sebagai berikut:
i. Memiliki keksvaan sendisi vang terpisah dan kekayaan pendininya
maupun pemegang sshamnya;

Dalam hal ini suaty Perseroan Terbatas memiliki pemisahan harta dari-
para pendiri maupun pemegang sshamnya schingga tidak teradi
percampuran harta Perseroan dan peadiri maupun pemiliknya,

Z. Mempunya fupuan tertenhs

Suatu Perseroan harus memiliki maksud dan tujuan, hal ind jugs diatur
gleh UL PT serta dalam angparan dasar suato Perseroan. Qleh karena
begitu penfingnva hal ini disngeap sebaza salab satu ciri dari badan
hukum,

3. Adanyaorganisasi yang teratur,
Perseroan sslalu mermpunyal strukiur orgenisasi yang tetap den tidak

berubah.  Dalam  Perseroan  ada  yang  bertindak  berdasarkan

4 R. Ali Ridhe, loc.cit.
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kewenangannya mtuk melekukan tndakan pengurusan, untuk mengawasi
tindakan pengurusan Perseroan juga mempunyal organ khosus yang
menangan masalah pengawasan,
4. Mempunyai kepentingan sendin;
Kepentingan dalam Perseroan besbeda dengan kepentmgan para
pendiri maupun pemegang sshamnoya Jadi delam hal ini harus dapat
dibedakan antara kepentingan Perseroan dengan para pendiri saupun
pemegang sahamnya.
§. Disahkan oleh instansi yang berwenang,
Sudah tentu apabila ingin menjadikan Persercan suatu badan hukum, -
maka harus ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Apabila fidak
ada pengesahan sebagal badan hukum maka Perseroan tersebut tidak bisa _
dikatakan memiliki status badan hukom. _ s
Jika dipergunakan status hukum dari suatu badan useha sebagai kriteria, secara
yuridis badan ugaha dapar diklasifikasikan sebagat berikur

1. Badan Usahs bebentuk badan hekum, terdin atas:
a Perseroan Terbatas.
b. Koperast.
¢.  Yayasan.

2. Badan Usaha yang bukan badan hukum, terdin atas:
a. Ussha Dagang Perorangan,
b. Firma
¢. Commanditaire Yennaotschap ({CV)

Seperti vang telah kita ketahui bahwa apsbila ingin mendiutkan Perseroan
Terbatas maka haras mempercich peagesshan sebagar badan hukum dari instansi
yang berwenang, dalam hal inl adalah Menten dan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT.

Belama status Perseroan Terbatas sebagal badan hukum belum diperoleh,
Perseroan Terbatas yang bersanghkutan tidak berbeds dengan finma, persekutuan
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komanditer, atau persekutuan perdata®. Oleh karena ifu, sebelum status badan hukum
terpenhi sebagaimana distur di dalam Pesal 7 ayat (4) UU PT, zegala kegiatan
Perseroan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pemegang saham atan
pemilik Perseroan harus bertanggung jawab penub secars pobadi. Akan tetapi,
tanggung tawab penuh inl tidak semata-mata hapus dengan diperolehnya status badan

hukum.

Oleh karena itu, maka terdapat 2 syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil
yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas agar dapat menjadi badan hukum:

1. Syarat Formil, yaitu:*

a.

b.

.

Aksa pendirian dibuat dalam bentuk akia Notaris;

Akta pendinian dibuant dalam bahasa Indonesia;

Harus sekurangnys didinkan oleh doa orang/hbadan hukum vang cakap
dan berwenang wuntuk bertindak dalam hukum sebagai pendisi;

Nama Perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan;
Persyaratan modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
Harus disampaikan kepada Menter Hokum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 har terhitung sejak
penandatanganan akia pendinannya untuk memperoleh pengesahan,

dan seterusnya.

2. Syarat Materiil, vang terdinl atas:®

&

Kuompulan afau asosissi modsl, yang mana adelah bertujusn untuk
menggerakkan kegiatan perckonomian dan atau sifuan khusus lainnya.
Kumpulan modal ini dapat melakokan pecbuatan hokum dalam
hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau
menggupat di depan pengadilan.

** Rachmadi Usmaxn, foc.cil
* Gunewan Widjadie {a), ep.cit, hlm. 17,
® Gunawan Widiedis, Joc.cit
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. Modal yang dikumpulken ira selalu diperuntukkan bagr kepentingan
tertenty  sesusl dengan peraturan penndang-undsngan  ysng
mengatumys. Sebagal sustu kumpulan modal, maka kumpulen modal
tersehut harus dipergonakan untuk dan sesuai depgan maksed dan
fyjuan yvang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasamys, vang juga
dibuat menurut pergturan perundang-undangan vang beraku,

. Kumpulan modal ini mempunya pengurus yang akan bertindak untuk
mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesusi dengan
maksed dan tojuan kwepulan modal im, vang berarht adanya
pemisahan antara kebendasn harta kekayaan yang tercatat afas nams
kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh
pengurus,

- Reberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan
keanggotaan terteniu, dalam arflan setiap orang yang memenuhi syarat
dan persyaratan vang diatur dalam anggaran dasamya dapat menjadi
anggota badan hukun ini dengan segala hak dan kewajibannyva

Rifat keanppotasnnys tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih
kepada siapapun jugd, meskipun keberadaan badan hukum ini sendin
adalals permanen atau idak dibatasi jangka wakty berdininya

. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dami fanppung jawab
pendin, angeots, maupus penpurus badan hukum tersebut,

2.1.7, Organ-organ Perseroan Terbatas

2,1.7.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atan biasa disingkat “RUPS” merupakan organ

Perseroan yang tertinggi, Organ inilah yang menentukan setiap kebijakan mengena

Perseroan dan ke depannya Perseroan mau seperti apa. RUPS mempunyai

kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisarig, oleh karena

itulah RUPS dikatakan mempunysi wewenang tertinggi dalam Perseroan yang tidak
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dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Koraisans. Dalam RUPS, pemegang saham
berhak unfuk memperoleh keterangen yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dan
Dircksi maupun Dewan Komisars, sepanjang dalam konteks mata acara rapat dan
tidak bertentangan dengen kepentingan Perseroan.
Pada dasarnya RUPS ada 2 macam, yaitu:
1. RUPS wshunan, dan
Z. KUPS lainnya
Dalam UJU PT, pengaturan mengenai RUPS ini tercantum datam Pasal 75 UU
PT, yang berbunyi:™'

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidsk diberikan kepada Dircks:
atan Dewan Komisans, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atsn anggaran dasar.

(23 Dalaro forum RUPS, pemegang sgham bethak mempervleh keterangan
yvang berkaitan dengan Persercan dard Dureksi dan/atau Dewan
Komisans, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan fidak
bertentangan dengan kepentingan Perseroan,

{3) RUPS dalam mata acara lain-lain fidak bathak mengambil keputusan,
kecuali semua pemepgang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS
dan menyetujui penambahan mata goara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetuui

dengan suara bulat.
Dalam setiap pengambilan putusan dalam RUPS harus berdasarkan kuorum
atau denganr musyawarah secara mufzakat apabila seluruh pemegsng ssham

menyelujul mata acara rapat tersebut.

2.1.72. Direksi
Direksi dalam Perseroan bertugas anfuk menjalankan tindakan pengurusan dan
kegiatan atas Perseroan dimaksud baik di dalanmr maupun luar pengadilan. Direksi
berwenang untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan schari-hari dan

membuat kebijakan vang dianggap fepat untuk mengembangkan Persercan tersebut.

' Indencsia, op.cit., Fs. 75
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Dalam melakukan pengurusan tersebut Direkst diharusken memiliki ihkad baik dan
bertanggung jawab dalam melakekan tugasnya. Direksi Perseroan ferdin atas satu
orang Direksi atau lebih, Hal ini tercantur dalam Pasal 92 UU PT, yang berbunyi >

(1) Direkst menjalankan pengurusan Perseroan untuk  kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persercan.

{2} Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuat dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran
dasar.

{3} Direkst Perseroan ferdin atas 1 {satw) orang anggota Direksi atau
lebih,

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun
dan/atan mengelola dana masyarakat, Perseroan vang menerbitkan
surat pengakuan utang kepads masyarakat, atau  Persaroan Tetbuka
waiib mempunyat paling sedikit 2 (dua) orang anggots Dircksi,

{3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota [direksi atau lebih,
pembagian tugas dan wewenang pengurusan di aotarg anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

{6y Palam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tdak
menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Untuk menjadi seorang Direkst memerdukan pengangkatan dari RUPS, syarat-
svarat dan {3tz cara pengangkatan Direksi digtar dalam Pasal 93 dan 94 UU PT, yang
berbunyi

Pasal 93
(1) Yang dapat diangkat menjadi angpota Dircksi adalah orang
perseorangan yang cakap melskukan perbuatan hukum, keecoali dalam
waktu 5 (lima) tzhun sebelum pengangkatannya pemak:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau angpofa Dewan Komisaris
yang dmyatakan bersalah menyebabkan sustu Perseroan
dinyatakan pailit; atan

2 thid, Ps. 92.
= Ihid, Pu, 93 dan Ps. 94,
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¢. dihukum karena melakukan tindak pidana vang merugikan
keuangan negera danfatan vang berkaitan dengan sektor
kenangan,

{2} Ketentuan persyarstan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) tidak
mengurangt kermungkinan instanst teknis yang berwenang meastspkan
persyaratan tambahan berdasarken peraturan perundang-undangan.

(3} Pemenuhan persvaratan sebagmmana dimaksud pada avat (1) dan ayst
{2) dibuktiken dengan sursl yang disimpan oleh Persgrouan.

Pasal 94
{1} Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(2 Untuk pertama kali pengangkatan anppota Direksi dilakukan olch
perichin dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {2) huruf’b .

(3) Anggota. Direksi diangkat untuk jangka wakiu fertentu dan dapat
diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Direkst dan dapat juga mengatur tentang tata
cara pencalonan anggota Direksi.

(5) Kepotugan RUPS  meangenai pengangkaran, pengeantian, dan
pemberhentian  anggota Direksi juga mepetspkan saat mulai
berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebuf.

{6} Dalam hal RUPS tidak menctapkan seaat muolai  bedakunya
pengangkatan, peoggantian, dan pemberhentian angeots Direksi,
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi
tersebut mula berlaku sejak ditutopnya RUPS,

(7) Dalam hal tegadi pengangkaten, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi, Dueks: wajib memberitahukan perubahan anggota
Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam dafar Perseroan dalam
jangka wakty paling lambat 30 (tiga puleh) hasi tethitung sejak tanggal
keputusan RUPS tergebut.

(8) Dalam hat pomberitahuan sebagaimana dimaksed pada ayat (7) belum
dilakukan, Menten menolak setiap permohonan yang diajukan atau

pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang
belum tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pembentahuan secbagaimana dimaksud pada ayat {8) tidak termasuk
pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan
dirinya sendini,

Universitas indonosia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



43

Mengenai kewajiban Direksi Perseroan diatar dalam Pasal 100 UU PT, yang

berbunyi sehagn benkut >

{1} Direks: Waib:

a Membuat daflar pemegang saham, daflar khusus, nsalah
RUPS, dan risalsh rapat Direksi;

. Membuat laporan {abunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 dan dokumen kenangan Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

¢. Memelihara seloruh dafer, nisalab, dan dokumen keuanpan
Perseroan sehagaimana dimaksud pada huvuf a dan huruf b dan
dokumen Perseroan {ainnya

(2) Selrub daftar, risalah, dokumen keusngan Perseroan, dan dokumen
Persercan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di
tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dart pemegang saham, Direksi memberi yzin
kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham,
daftar khusns, nsalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
laporan tahunan, serta mendapatkan salinan nsalah RUPS dan salinan
laporan tahunan.

{4} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tfidak menutup
kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
mengntukan lain,

Direksi Perseromn, jika vang bersengkutan melakukan kesalahan dalam
menjalankan pengurusan atzu menjalankan pengurusan Persercen tersebut dengan
ikad vang tidak baik maka dapat dikenat sanksi sebagaimana dimaksud dalam DU

PT, kecuali jika Dirckst Perseroan tersebut dapat membulktiken sebaliinya,

2.1.7.3. Bewan Koemisaris
Dewan Komisaris mempunyai tuges untuk melskokan pengswasan atas
kebijskan pengurusan, Apszbila pengurusan tidak begalan dengan sebagaimany
mestinya sudah menjadi togas Dewan Komisans untuk memberi nasihat atau

memberitahukan hal tersebut kepada Direks: Perseroan. Pemberitahuan ini dilakukan

M Ibid, Ps. 100,
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semata-msta unfuk kepentingan Perservan agar berjalan dengan sebagsimana
mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

Dewan Komisars terditi atas safu orang angpeota atau lebih. Dewan Komisaris
yang terdini lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setizp anggota Dewan
Komisaris dalam bertindak harus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
Hal ini menjadi saleh satw peibedasn aatara Direksi dengsn Dewan Komisaris
disamping perbedaan dan sudut tugas-tugasnys.

Pengaturan mengenal Dawan Komisaris int terdapat dalam Pasal 108 UL PT,
yang menyebutkan bahwa™

{1} Dewan Komisans melakekan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnnya, baik mengenal Peiseroan
maupun usahia Peresroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pembenan nasthat sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilekukan uniuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan. :

{3} Dewan Komisaris terdin atas 1 (sate) orang sngeota atau lebih,

(3} Dewan Komisaris vang terdiri atas lebih dari 1 {satu} oranyg anggots
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris fidak dapat
hertindak sendiri-sendirl, melainkan berdaserkan keputusan Dewan
Komisaris,

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun
dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menesbitkan
sural pengakuan utang kepada masyarakat stau Perseroan Tedbuka
waiib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang angpota BDewan
Komisatis. ;

Selasn Dewan Komisats, bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usgha
dengan prinsip syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syarigh. Dewsn Pengawas

Syarigh terdirt atas seorang ahli syariah atau lebih, yang diangkat oleh RUPS atas
rekomendast Majelis Ulama Indonesia,

* Fbid, Ps. 108.
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Untuk menjadi seorang Dewan Komisars diperlukan pengangkatan dart RUPS,
syarat-syarat dan lata cara pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 111,

yang berbunyi

{1} Anggots Dewan Komisarig diangkat oleh RUPS.

{2} Untuk pertama kali pengangkatan angpota Dewan Komusaris
dilakukan oleh pendin dalam akts pendinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat 2) hurufb.

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangkae wakiu tertentu dan
dapat diangkat kembali,

(4) Angparan dasar menggtur tata cara pengangkatan, penggantian, dan
nemberhentian angpota Dewan Komisaris seria dapat juga mengatur
tentang pencalonan angpota Dewsan Komisaris.

{5} Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggote Dewan Komisaris juga menetapkan saat mula
berlakonya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komigaris, penpangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai
berlaku sejak dinstupnya RUPS.

{7} Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Dewan Konusans, Direksi wajib memberifahukan perubahan
tersebut kepada Menten untuk dicatat dalam dafiar Perseroan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han terbitung sejak tanggal
keputusan RUPS tersshut,

(8} Dalam hal pembentshuan sebagaimana dimaksud pada ayat {7} belum
diigkukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan
susanan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada
Menten oleh Direksi

Mengenal kewajiban Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 116 UU
PT, yang berbunyi sebagai berkut™

a. Membuat risalsh rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
daniatau keluarganya pada Perserom tersebut dan Perseroan lain; dan

* thid.
ihid Ps 116
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¢. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Sama seperti tanggung jawab Dircksi Pemseroan jika Dewan Komusans
melakukan kesalshan atau menjalankan pengawasan Perseroan tersehut dengan itikad
vang tidak baik maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT,
kecuali jika Dewan Komisans Perseroan tersebut dapat membukiikan sebaliknya

22.Prosedur Pendirian Persersan Terbatas Berdasarkan Usdang-Undang
Nomor 48 Tahan 2807 Yentang Perseroan Terbatas
22.1. Peran Neotaris dalam Pembuatan Akta Pendivian Perseroan
Terhatas

Pasal 7 ayat (1) UL PT, menjelaskan bahwa Perseroan harus didirikan minimal
oleh 2 orang dan dengan akta Notsnis yang berbahasa Indonesia. Kefentuan dalam
ayat 11 menegaskan bahwa aturan yang berlalu dalam Undang-undang, bshwa pade
dasamya suatu Perseroan schapal badan hukum, diharuskan untuk didintkan
berdasarkan perjanjian dimana perjeniian tersebut harus dibuat lebik dard 1 orang

UU PT dengan konsekuen mémpertahan}can prinsip yang berlaky, berdssarkan
undang-undang i1 bahwa pada dasamya sebagai badan hukum, Perseroan dibentuk
berdasarkan perjanjian dan karena mempunyat lebih dad satu orang pemegang saham
(kecuali pendinnya adalah BUMN).%

Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-undang, oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat
dibuat dibawah tangan dan hanya dengan akta notars perjanjian tersebut dapat
dibuat.

Suatu akta ialab suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat wnfuk
dijadikan bukti tentang suatu perisBwa dan ditandatangani”, Sehingga dapat

** Herlien Budiono, Kumpula Tulisas Hulum Perdata d Bidang Kenptariotan, CeL
{Bandm:% PI. Clien Aditys Bakdy, 2007, Bim, 31,
R.Boebekdl, Hukugt Pembuktion, (Jakearta: Pradnys Paramita, 19953, him. 25.
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dikatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk suatu akta iafsh adsnya kesengajaan
untuk menciptakan sustu bukt tertulis dao penandatanganan tulisan it

Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat atau akta yakni™:

1. Surat biasa
2. Akia otentik;
3. Alkde bawsh tangan.

Untuk mengstahui perbedaan dar ketiga macam suratf ini, yakni dapat dilihat
dari cara pembuatannya, Untuk sehelai surat biasa biasanya dibuat tidek dengan
maksud untuk dijadikan bukti, namun bila dikemuodian han surat itu dijadikan bukti,
maka hal itu adalah suatu kebetulan saja. Yang termasuk dalam kategon surat biasa
ini adalah surat-surat cinta, sural-surat yang berhubungan dengan korespondensi
dagang, dan sebagainya®.

Sehingga dapat dikatakan dari bukti-bukii tulisan itu yang dapat dipandang
untuk pembukiian vang sangat berhargs adalsh golongen akta baik it akia otentik
maupun akia yang dibuat dibawsh tengan. Namun pada prakicknys walzupun
keduanya merupsken pembuktian vang sanpgat penting, masih ada tingkatan kekuatan
pemsbuktian vang berbeda diantara kedumnya, yakni dimana temyata akia otentik
memiliki kekuatan psmbuktian vang lebih kuat dibandingken dengan akia vang
dibawah tangan. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terdapat pada zkia ofentik
tersebut yang fidak dimthiki oleh akia dibawah tangan.
ialah'eszuatu akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

“suatu akia yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat
oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umpm yang berkuasa untuk itu di tempat di
mana aktz dibuamya,”

% Retnowntan Su antio, Hokuww Acara Perdata datam Teori dom Prokiek, Bandung: Mondar
Maju, 2002), him. 59,

& bid, . 64,

 Kiteb Undang-Undang Halum Pordels [Burgeljk Wethock], op.cit., Ps. 1868,
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Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat
pada akia Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan
berikut:*

1. Akta itu harus dibuat “oleh” {door) atau “di hadapan” {ten voersiaan)
seorang pejabat umum;

2. Akta 1tu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undanpg-undang;

3. Pejabat umum oleh- atan di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyzi wewenang untuk membuat akta ita.

Dari definisi dan persyarntan-persyaratan tersebut diatas, untuk dikatskan
sebagal suatu akta otentik maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk vang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat unum yang berwenang;
3. Pejabat berwenang 1tu didalam wilayah kewenangannya.

Sehingga untuk akta-zkia lainnya vang tidak memenuhi wsurunsur diatas
adalah bukan merupakan akta otentik namun merupakan akta di bawsh tan gazz

Menurut Pasal 1 zyat (1) Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris
{untuk sclanjutnya disebut UU JN), Notaris adalsh Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang unfuk membuat akiz otentk dan kewenangan lamnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini ®

Sehinggs dan definisi Notaris tferssbut menunjukken bzhwa unsur pejabat
umum seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitzb Undang-Undang Hukum
Perdata telah dipenuhi oleh Notaris, Selain itu diperkuat pula Salsh satu kewenangan
Notaris adelsh membuat akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 UU IN,
yang berbunyi:®

® (.18 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglemen(y, Cot. 111, {Jakaria;
Erlunggn, (983}, him, 48,

* Indoncais (b, Undang-Undang Jabatan Notaris, U0 No. 30, LN Ne. 117 tshan 2004, TLN
No. 4432, Ps 1,

& Teid, 5. 15.
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(1) Notaris berwensng membuat skta ofentik mengenai semua perbuatan,
perardian, dan ketetepan yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan
dan/atan yang dikehendaki oieh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan alcta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akte, semuanyz itu sepamang
pembuatan akta-gkta itu tidak juga ditupasakan atan dikecuaikan kepada
peiabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

{2} Notaris berwenang pula:

a.

b.

e

B

Megesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tangeal surat di
bawah angan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

Membuat kopi dan asli surat-surat di bavsah fangan berups salinan
yang msrauat uraian sebagaimana ditalis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan,

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
Memberikan penyutuhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
Membuat akia yang berkaitan deagan perfanshan; atau

Membuat akia risalah lelang.

(3} Selain kewenangan sebagaimana dumaksad pada ayat (1) dan (2), Notars
mempunyai kewenangan lain yang distur dalam peraturan perundang-
undangan.

Suatu akia Notans layaknya akta otentik memiliki kekuatan pembubtian baik

lahiriah, formil maupun materiil yang terdthat sebagai benkut:

a Lahirah dikarenaken akta Notaris mempunyai kemampuan untuk membuktikan

dirinya sendin sebagal akta otentik, mengingat sejak awal yaitn sejak adanya niat

dari pthak (Pihak-pibak} yang berkepentingan untuk membuat atau melshirkan

alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses

sesuai dan memenuhl ketentuan Pasal 1863 Kitub Undang-Undang Hukum

Perdata jo U IN Dan hanya dengan melihat dad bentuknya, lambang garuda

pada akia iersebut, nama Notans yang membuat maka secara labhmiah/sentuknya

orang mengetahui bshwa itu adalah otentik (akir otentik).

Formil dikarenakan danl akiz ini dibuktikan babwa apa vang dinyataken dan

dicantumkan dalam akia it adalah benar merupakan uraian kehendsk pihak-

piigk yang dibuat oleh atau dihadspan Pejabat vang berwenang dalam
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mienjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik mesjamin kebenaran dan
hal-hal seperti: tanggal, tanda tangan, komparan,dan ternpat ekta dibuat. Selain it
pula Notans juga membuktikan kebenaran dari apa vang digsaksikan yaitu yang
dilibat, didenpar dan dislam: sendin oleh Notans sebagai Peiabat umum dalam
menjalankan jabatannyva.

¢. Materiil artinya bahwa secam vuridis isi dari akia tersebut talah membuktikan
keberadaannya scbagai yang benar terhadap setiap orang, vang membuat atau
menyuruh membuat akta ity sebagal tanda buks terhadap setiap omang, vang
membuat atau menyuruh membuat akia ite sebagai tanda buks terthadap dinnya
{termesuk ahli warisnya atau yang rmendapat hak derinya).

Sclain mu, keotentisitasan suatu aktz Motaris itu adalsh dimana suatu akta
tersebut telah memenuhi unsur-unsur “perbuatan” atau “Verlijden”, vakmi tahap-tahap
seperti: penyusunan, pembacaan, dan penandatanganan di hadapan suksi-saksi.
Dikarenakan apabila salah satu dari hal tersebut tidak dilakukan maka otentisitas akta
akan hileng dan akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik melainkan
akta dibawah tangan.

Namun terhadap skta dibawsh tangan, oleh Notaris dapat ditingkatkan derajat
pembuktiannya dengan cam yang dinamakan legalisasi dan waarmerking seperti vang
diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf 2 UU IN. Legalisast dimaksudkan bahwa Notaris
berfungsi untuk menpgesshkan fanda tangen dari pihak atau pihak-pihak vang ada
dalam akia tersebut, schingga dikemudian hari pihak atau pihak-pihak tersebut tidak
bisa mengingkari tande tangan tersebut. Selain itu juga Notaris menetapkan kepastian
tanggal surat di bawsh tangan tersebut sehingea menjamin pula kebenarannyz.

Pasal 1 ayat {1} ULI PT disebutkan bahwa Perseroan adalah badan bukum yang
didirikan  berdasarkan perjanjian vang dinyatakan di hadapan Notaris. Undang-
undang ini telah meayatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu perjaniian

formil, di mana akta pendifian  Noteris  merupakan svaral  mutlak
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{(bestacmsvoorwaarde) wntuk adanya Perseroan Terbatas® Akta Notars vang
dimaksud adalah Akia Pendirian Perseroar Terbatas.

Suatu akia otentik, demikian pula akta pendirian Perseroan Terbatas mempunyai
kekuatan pembuktian lahisiah (uitwendige bewijskracht), dimansa akta itu sendiri yang
membuktikan dirinya sebagai akta otentik, yang tidak dimiliki surat dibawah tangan.
Hal i sebagaimana dimaksud dalem Pesal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Mengenai segala hal yang tercantum di dalam skte pendirian dijamin
kebenaran formilnya (formele bewifskrachl) babwa benar parz pendin ada
menerangkan seperti tersebut di dalam akta Persercan Terbatas, di samping dijamin
pula kebenaran/kepastian tanggal akts, identitas vang hadiy seria tanda tangannya, Di
samping itu, akta pendirian Perseman Terbatas mempunyai alat bukti matenil
(materiele bewijskracht) yaitu isi dan gkta ity diangpap dibuktikan sebagal benar
tethadap setiap orang yang menyuruh atan meminda untuk diadakan/untuk dibuaikan
sktz itu sebagal tanda bukti terhadap/hagt dinnva. Akia pendirian Perseroan Terbatas
mempunyai fungsi pembuktian vohik adanya Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam UL PT telsh ditegaskan dalam Pasal 8 UU PT vang menyatakan bahwa
akta pendinan memuat anggaran dasar dan keterangan tan  berkattan dengan

pendirian persercan, vany selurubnya berbunyi sebagai berikut:™

{1} Akta pendinan memuai anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan
pendirian Perseroan.

{2y Keterangan lam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memmat sekurang-
kurangnyva :

a [dentitas dan data din pendin perseroan, seperti; nama lengkap, tempat
dan tanggal Tahir, pekenuan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan
pendirt perseorangan, atan nama, tempat kedudukan dan alamat
lengkap serta nomor dan fanggal Keputusan Menteri mengenm
pengesahan badan hukurm dari pendiri Persercan,

* Hertien Budiono, ap.cit,, him. 45,
< fhid,
& ‘ndonesia, op.ci., Ps. 8.
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b. Identitas dan data dig anpgots Direksi dan Dewan Komisanis yang
periama kali diangkat, yang memuat; nama lengkap, tempat dan
tanggal labir, pekegaan, ternpat tinggal, kewarganegarasn;

¢. Data-data pemepgang saham, seperi; nama pamegang saham yang telah
menigambil bagian ssham, rincian jumiah saham, dan nilat nominal
saham yang telah diternpatkan dan disetor.

(3) Dalam pembuatan akiz pendirian, pendin dapat divakili oleh orang lain
berdasarkan surat kvasa,

Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendin, maka sejak sast ifu
Perseroan Terbatas berdirl, Mengenat hubungan, sntars para peandin Persercan
Terbatas dikuasal oleh hubungan kontraktual, akan tetap) hubungan fersebut belum
menciptakan status badan hukum. Desgan demikian, segala skibat hukum yang
timbul adatah tanggung jawab para pendiri secara pribadi®.

Akta pendinan tersebut menurut mempunyai fungsi intem yaifu sebaga aturan
main para pemegang saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern ferhadap pihak
ketiga sebapal identitas dan pengaturan tanggung jawsb pertbuatan hukum yang
dilakakan oleh yang berhak atas nama perseroan .

Selain itu, perbuatan hukum vang berkatan dengan kepemilikan saham dan
penystorannya yang dilakukan ofeh calon pendin sebelum perseroan didinkan, harus
dicantumkan dalam akis pendirian, Dialam hal perbuatan hulum tersebut dibuat
dengan akta yang bukan akta otentik, maka akta tersebut dilekatkan pada akta
pendirdan. Sedangkan perbuatan hukum vang dibuat dengan akta otentik, maka
nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notars yang membuat aktz ofentik
tersebut disebutkan dalam akta pendinans Perseroan. Apabila hal ini fidak dipenuhi,
perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak
mengikat perseroan. Hal ini secara fegae dinyafakan dalam Pasal 12 UU PT, yang

berbunyi:

" Abdulkadi Mubsomad, Hulmne Perseroan Idonesia, Cob. 1, {Bandung: Citra Aditys
Baks, 1996), him. 12,

P Ibid, blm 14,

* Indonesin, op.git,, Pa. 12
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{1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan
penyetorannya yang dilakukan oleh calon peadin sebelum Persercan
didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian,

(2} Dalam bal perbuatan hukum sebageimana dimaksud pada ayat (1),
dinyatakan dengan akfa yang bukan akts otentik, akta tersebut dilekatkan
pada akta pendirian.

{3) Dalam hal perbuatan hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1},
dinyatakan dengan akis otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat
kedudukan notaris yang membuat akia otentik tersebut disebutkan dalam
akta pendirian Perssroan.

{4} Delam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan
ayat (3) tidak dipemuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulian hak
dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Dalam akts penditian yang dibuat dengen akta otentik, maka Notars harus
mematuht bagian dan akia Notns yang diatwr dalam Passl 38 UU N, vang
menyatakan sebagai beskut™

{1} Setiap akta Notaris terdist dari:

a  Awsal akta atau Kepals akta;

b, Badan akts,

c. Akhir afau penutup akta

(2) Awal akta atau kepala akta memuat

& Juduol akta:

b. Nomor akig;

¢ Jam, han, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudekan Notans.

(3) Badan skta memuat:

a. Narna lengkap, tempat dan tanggal Ishir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
vang mereka walali;

b, Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dan pihak yang
berkepentingan; dan

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-ap saksi pengenal.

{4) Akhir atau penutup akta memuat;

a. Uraian tentang pembacsan akia sebagamimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat {7);

2 i5id (b), Ps. 38.
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b. Uraian tentang penendatanganan dan tempat penandatenganan atau
peneriemahan akta apabila ada;

¢. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan fempat tinggal darl hap-tiap saksi akia; dan

d. Uaraisn tenteng tidak adanya pervbshan vang terjadi dalam pembuatan
akta atzu uralan tentang adanya pemubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

{5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejsbat Sementara
Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4}, juga memuat nomor dan tanggal penefapan pengangkatan,
serta petabat yang mengangkataya.

22.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbaias
Prosedur pendinian sustu Perseroan Terbatas harus memenubi persyaratan

sebagaimana digtur dalam Pasal 7 UU PT, penjelasannya sebagai berikut:

1

3.

Sebagai bentuk pesiangian, Perseroan Terbatas harus didinkan oleh
sekurang-kurangnyz 2 {dua) orang; kotentuan ini diperberat dengsn
adanya kewajtban untuk tetap mempertshankan jumdah pemegang saham
sekurang-kurangnya 2 {dua} orang.

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat {1} UUPT, yang dimaksud dengan
“orang” datam ketentuen ini adalah orang perserorangan, baik warga
negara Indonesia maupun asing stsu badan hukum Indosesia atau asing.
Ketenfuan ini mensgaskan prinsip vang berdaku berdasakan UU PT
bahwa pada dasarnya gebagal badan hukum, Perseroan Terbatas didirikan
berdasarkan peganjian, karena itn mempunyal lebih dar satu pemegang
gaham.

Dibuat dengan akta notans, yang berarti bahwa perjanjian pendirian
Perseroan Terbatas terssbut tidak dapat dibuat di bawsh tangan, tetapt
harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta
pendinan tersebut, yaitu Notaris (pasal 7 ayat {1) UU PT).

Dalam bshass Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. UU PT pun
mengatur hal ini dalam pasal 7 ayat (1} Jika ingin dibuatkan bahasa
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fainnya {selain bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi
dasar untuk dapat digjukan dalam rangka pengesshan akts pendidan
tersebut.

. Sefiap pendinl wajib mengambil bagian saham saat Perseroan didirtkan.
Pendm harus memiliki bukti kepemilikan ssham atas Perservan tessebut
sehingga dapat mengambil keputusan dalam RUPS. Ketentuan ini fidak
berfaku pada saat Perseroan melakukan peleburan.

. Mencantumkan porkatsan Perseroan Terbatas (atau PT Tbk untuk
Perseroan Terbatas terbuksa), dalam hal ini jika Perseroan tersebut telsh
melskukan penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yvang berjaku;

. Disahkan oleh Menteri melalui Surat Keputusannya Pasal 7 avat {4)
UUPT menyatakan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum
pada tanggal ditertkannya keputusan Menteni mengenal pengesshan
badan hukum persercan”. Ketentuan ini menegaskan bshwa petbuatan
hukum perseroan sebagai badan hukum mulal beraku sejak tangeal
diterbitkanya keputusan Menteri mengenai pengesshan badan hukum
persercan. Pengesahan ini dilskukan melalui jasa teknologi informasi
Sistem  Administrast Badan Hukum (SABH) secara elektronik oleh
Menteri. Apabila setelah Perseroan memperoleh status badan hulom,
pemegang sasham menjadi kurang dan 2 orang mzaka dalam Jangks wakte
paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalibkan sshamnya kepads pihak lain aiau
Perseroan mengeluarkan saham baru,

. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tehun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaen, termasok semua perubahannye. Hal int diatur
dalam pasal 29 UU PT. Adapun tujuan dan pendaftaran peruszhaan ini
adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar

dari suatu penisahasn den merupakan sumber informasi resmi entuk
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semua pihak yang berkepentingsn mengenal identitas perusahaan yang
tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian
berussha.

& Diumumkan dalam Bernta Negara Republik Indonests, termasuk semua
perubahennya, Hal ini distur delam Pasal 30 UU PI. Pengumuman
Persercan dalam Tambahan Berifa Negars Republik Indonesia dilakukan
oleh Mentert Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia.

9. Untuk Perssroan Terbatas fertutup difentukan besamya modal dasar
sekurang-kurangnys Rp 50.000.000, {lima pul:h juta rupiah), dengan
ketentuan pads saat pendirign mintmnum 25% (dua puluh lima persen) dari
nilai nominal modal dasar harus sudsh ditempatkan dan disetor penuh, Hal
ini diatar dalam pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU PT.

16 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirtkan oleh 2 orang fidak
berlaku pada Persercan yang seluruh sshamnya dimiliki oleh negarz dan
Perseroan yang bergerak dalam bidang Pasar Modal.

Secara garis besar, Pendidan suati Perseroan Terbatas terdin dan 4 tahap,
antara lain sebagai berkut™

1. Tahap Akta Notams

Tahap ini merupaken tshap paling awal dalam suvatu pendinan
Perseroan Terbatas Akta Notaris terszbut diperlukan untuk memnmuskan
akta pendiran Perseroan yang di dalamnya terdapal anggaran dasar
Perseroan tersebut, Para pendirl diwapbkan untuk membuat akta pendinan
Perseroan Terbatas berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.
Para pendin tidak diperbolehkan membuat akta dibawah tangan arrtuk akta
pendirizn ini. Akda pendirian ini merupakan anggaran dasar dari Perseroan
vang bersangiutan,

2. Tahap Pengesahan oleh Instanst yang Berwenang

7 Munir Fuady (a), op.cit, hlm. 75.
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Akta pendirian yang notarial dari Perseroan Terbatas tersebut haraslah
diajukan ke Mentenn Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indomesia untuk mendapatkan pengesshan sebagal badan
huolkum,
3. Tahap Pendattaran dalam Dafiar Perusahaan
Anggaran dasar yang telah disghkan oleh Menteri Departemen Hukum
dan Hak Asam Manusia Republik Indonesia selanjutnys  diprose
pendaftarannya dalam dafiar perugahaan yang disediakan untuk ity,
4. Tahap Pengumuman dalam Benia Negara Republik Indonesia
Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka Menteri Departemen
Hukom dan Halk Asasi Manusia Republik Indonesia harus mengumumkan
keberadaan Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian secara singkat dapat. disimpulkan bahwa yang dimakswd
dengan pendinan Persercan Terbatas (PT) merupakan rangksian tindakan yang tidak
terputus ateu prosedur Pemeroan Terbatas dihadapan Notaris kemudian diajukan
kepada Menteri Hukom dan Hzk Asasi Manusia Republik Indomesia untuk
memperoleh penpesshan sebaga badan hukum, didaftarkan dalam dafiar Persercan
dan ferakhir dinmumkan dalam Tambghan Berita Negara Republik Indonesia
{TBNRI). Jika semua prosedur tersebut telah ditempuh, maka Perseroan Terbatas
yang didirikan telah sempuma dan aspek hukemnya dan mempunyal kedudukan

mandiri.

2213, Pengesahan Perservan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebagaimansa divratkan diatas, Notars adaleh satu-satunya pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perianjian dan penetapan
tenmnasuk akfa pendinan suatu Perseroan. Dulam proses pengesahan suaty Perseroan
menjadi badan hukem oleh Notanis di Departermen Hokum dan Hak Asasi Manusia

™ Hahib Adjie, op.cit., Wim. 28.
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Republik Indonesia dilakukan secara osfine melalui Sisterm Administrasi Badan
Hukum (SABH},

Untuk memperoleh pengesahan tersebut dalam rangka mendapatkan pengakuan
sebagai suatu Perseroan Terbatas sebagal badan hukum yang mandin, para pendin
atau kuasanya biasanya Nofans, mengajukan permohonan kepads Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusta dengan melampirkan ekta peadirian perseroan, Hal ini sesuat
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) 17U PY, yang menyatakan bahwa Perseroan
memperoleh status badan hukum pada tanpgal diterbitkannya Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenal pengesahan badan hukum perseroan.”

Permohonan untuk pengesahan sebagal badan hukum tersebut digjukan oich
Notaris melalui SABH dengan cara mengisi Daftar Isian Akta Notaris 1 {untuk
selanjuinya dissbut DIAN I seteleh pemakaian nama yang digjukan kepada Menteni
tersebut telsh disetujul dan dilengkapi ketersngan mengenai dokumen pendukung..

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan 2) UU PT, pengesahan permobonan tersebut
dilakukan melalni jasa teknologt informasi sistem administras) badan hukum secara
elektronik kepada Mented Hukum dan Hak Asasi Manugia dengan mengisi format
isian vang memuat sekurang-kurangnya:™

a. Nama dan fempat kedudukan Perseroan;

b. Jangks waktu berdinnya Perseroan;

¢ Maksud dan sujuan sena kegiatan useha Perseroan;

d. Juraizgh modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian DIAN [ terssbut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
Permohonan tersebut dapat digjukan sendin oleh pendin persercan atau kuasanya
Dialam hal pendin tidak mengsukan sendinn permohonan fersebut, akan fetapi
membenkan koasa kepada pihak lain, maka kuvasa tersebut hanya dapat dibertkan
kapada Notags (Pasal 11 ayat (33 LIU PT),

2 donesia, op.cft., Ps. 7.
" Ihid Ps. 11
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Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asast
Manusia sebagaimana dimaksud di atas menurat Pasal 10 ayat (1) UU PT, haros
diajukan paling lambat 60 (enam pulub) haxi terhitung sejak tanggal akta penditan
ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenm dokumen-dokumen pendukung.
Bks dokumen pendukung sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan
peraturas perundang-undangan, Meaten Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung
menyatskan  tidak berkeberatan atas permohonan vang bersangkutan  secara
elektronik. Sedangkan sebaliknya jika daflar isian tersebut tidak sesual <engan
kelentuan persturan perundang-undangan, Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia
langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secama
elekronik.

- Dalam jangka waktu paling lambat 30 {tigs puluh} hari techitung sejak tanggal
pemyataan tidak berkeberatan sebagaimsna dimaksud i atas pemohon vyang
bersangkutan wajib menyampaiken secara fisik surat permohonan vang ddampiri
dokumen pendukung Apabila semua persyaratan tersebut teleh dipenuhi secara
lengkap, paling lambat 14 {empat belas) han, Menten Hukum dan Hak Asasi
Manusia menerbitkan kepulusan fentang pengesshan badan hukum Perseroan yang
diandatangani secara elekironik. Sementara ity apubila pergyaraian tentang jangka
waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan di atas
dipenuhi, Menteri langsung membernitahukan hal tersebut kepada pernohon secara
elektronik, dan pernyataan tidak betkeberatan sebagaimana dimaksud di atas menjadi
gugur, Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan kembali permohonan umtuk
memperoleh keputusan Menten tersebut (Pasal 10 ayat (5) sarpar dengan ayat {8)
UUPT}.

Apsbila permohonan sebagaimane dimaksud di atas tidek digjuksn dalam
jangka waktu 60 (enam puluh hari}, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (93 UU PT
akia pendirian menjadi batal sejak jangka wakiu tersebut lewal Konsekuensinya
adalah Perseroan Terbatas tersebut tidak memperoleh status badan hukum dan

Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum buber karena hukum.
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Selanjutnya akta pendiran Perseroan Terbatas yang telah diszhkan oleh Meaten
Hukum dan Hek Asast Manusia (Perseroan Terbatas felah berstatus badan hukum),
dicatat dalam Daftar Perserosn dan divmupmkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia. Pengomuman int dilakukan oleh Menter Hukum dan Hak Asast
Manusia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han terhitung sejak tanggal
diterbitkannya keputusan penpesshan badan hukum pemercan tersebut (Pasal 30 UUJ
PT).

244, Pendaftaran Perseroan Terbatay dan Pesgumunian Persercan
Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia
Persercan yang telsh mendapatkan penpesahan dari Menteri Departemen
Hukum dan Hak Asast Manusiz Republik Indonesia wajib untuk didaftarkan dalam
Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesta. Hal mi sesuat dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU PT,
vang berbunyi:

{1} Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menten.
{2) Daftar Parseroai sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data
tentang Perseroan yang meliputi:
a4 Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tuinan serta kegiatan ugsha,
jangka wakiu pendirign, dan permaodalan;
b. Alamat lengkap Perseroan sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 5;
¢. Nomor dan tanggal akia pendirian dan Keputusas Menten mengena
pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 syst {4);
d. Nomor dan tanggal akta perubzhan anggaran dasar dan persetyjuan
Menten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (1),
e. Nomor dan tangeal akia perubshan anpgaran dasar dan tanggsl
pengrimaan pembentshuan oleh Menten sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat 2},
f  Nama dan tempat kedudukan notaris vang membuat akia pendinan
dan akta perubahan anggaran dasar;
g Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan
anggota Dewan Komisars Perseroan;
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h. Nomor dan tanppal skta pembubaran atau nomor dan tanggal
penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan vang telsh
diberitahukan kepada Menter:;

i,  Berakhimya status badan hukum Perseroan;

J.  Neracs dan laporan laba rugi dan tzhun buku vang bersangkutan bagi
Perseroan vang waith diaudit,

Tujvan dan diadakannya Pendaftaran ini sebagal bukti bahwa Perseroan telah
resmi terdaftar dan dapat melakukan aktivites yvang sesuat dengan maksud dan tujuan
dari Perseroan tersebut. ™

Mengenal Daflar Perseroan dratur dalamn Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan
Menteri Hulbum dan Hak Asast Manugia Republik Indonesia Nomoy M.O1 HT .01.01
Tahun 2008 Tentang Daftar Perseroan,

Sedangkan mengmai Pengumuman suahu Persercan Terbatas dalam Berita
Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 UU PT, vang berbunyi;

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negarz Republik
Indonesia;

a. akta pendinan Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

b, akta perubahan snggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menterd
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 21 ayat {1);

¢. akia perubshan anggaran dagar vang telah diterima pemberitahzannya
oleh Menteri.

{2} Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menten dalam waktu paling lambat 14 (emmpat belas) han terhitung sejak
tangoal diferbitkannya Keputusan Menten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf & atau sejak diterimanya pembentahuan
sebagaimana dinaksud pady ayat (1) hurufe.

{3) Ketentuan lebth lanjut mengenai tata cara pengumuman dilakganakan
sesu dengan keteninan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Perseroan Terbatas diumuman dalam Tambaban Berita Negara Republik
Indongsia (IBNRI) adalab agar masyarakat meagetshui behwa Pemeroan Terbatas

7 Hubib Adife, cp.ci., him. 25,
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tersebut telzh sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang
sesuai dengan maksud dan tyjuan Perseroan Tarbatas dimaksud.™

Mengenal tata cara pengumuman dalam Tambahan Berita Negara diatur dalam
Peraturan Pelaksana vaitu Persturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor MO2MT01.19 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tanbzhan Berita Negama Republik

Indonsgia

2.3, Aspek Hukum mengenai Sistim Administrasi Badan Hokum (SABH)
23.1, Pengertian dan Dasar Hulum Sistm Adminisirasi Badan Hukum
(SABH}

Terdapat berbagal macar peogertian dart Sisminbakum dari berbagai buku dan
pendapat para ahli. Sisminbakom adalsh sistem k:}mguta;isasi daigm proses
pengesahan/persetujuan pendinan suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Depariemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pertama kali kata Sisminbakum dinyatakan dolam  Kepuiusan Menterd
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor © M-01.HT.01.01,
Tahun 2000 yang menyebutkan:

Penerapan Sistim Administrasi badan Hukum adalah pererapan prosedur
permohonan  pengsahan  Perseroan Terbatas dengan  menggunzkan
komputer atau dengan fasilitas home pagefweb site.
Pengerbian lmp dapat dijumpat dalam pengantar tentang Sisminbakum yang
dimuat dalam Majalah Media Notariat yang menyebutkan:

SISMINBAKUM (Sistim Administrgsi Badan Hukum) mrupakan sistim
komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan

™ fthid, him. 27.
* Muhammad Azbari don R Yadrajuya, Mengenal Sivminbatum, Cel, 1, {Bandung: CV.
Phaamika Pulers, 2005, him 17,
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hukum oleh Ditektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ™

Pada saat i nama Sisrminbakum telah diubah meniadi SABH, hal tersebut
dikarenakan nana Sisminbakum felah didaflerkan bak ciptenya oleh PT. Sarana
Rekatama Dinamika (PT. SRD) sehingga oleh Departernen Hukom dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SABH.™

Ads beberapa alasan namg Sisminbakum diubah menjadi SABH, selain karena
alasan diatas, vaitu:¥

1. Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia tidak
ingin lagi berpolemik karena pada dasamya nama Sisminbakom sudah
didafrarakan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika.

2. Departemen Hekum dan Hzk Asast Manusia Repeblik Indonesta ingin
menutijukkan  kepada masyarekat Indonesia bshwa Departemen
tersebut dapat menjalankan Sistem iersebut karena sebelumnys sistem
tersebut dipegang oleh pthak ketiga,

Pengertian Sistim Administrast Badan Hulum (SABH) dapat diketahui dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiz Republik Indonesia Nomor
MHH-02. AH.01.10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesshan Badan Hukum Persercan, Persetujuan Perubshan Angparan Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan Perubzhzhan Anggaran Dasar dan Perubahan Data

Perseroan, vaifn:

Sistim Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah
Tenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan
badan hukum Perseroan, pemberian persetwyuan perubshan anggaran  dasar,
penerimaan pemberitabuan perubahan anggaran dasar dan perubshan data Persercan

® Qomli Afraasasmiln, “Sistim Administrasi Baden Hakam™, Medie Nowrial § (Januari
2001), hm, &1

B 1asil Wawanoars dengan Ketua Tim Rekstrokturisasi SABH, Bapak Dr. Freddy Haris,
tanggal 17 Jand 2009,

£ Ihid.
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hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Usmom }}epax“temen.

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *

Pada saat 1 nama Sisminbakum telah divbah menjadi SABH, hal tersebut
dikarenakan nama Sisminbakum telah didafiarken hak ciptanys oleh PT. Sarana
Rekatama Iinamika (PT. SRD) sehingga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SABH.®

Ada beberapa alasan nama Sisminbakum diubah meniadi SABH, selain karena
alasan diatas, yaitu:™

1. Departemen Hukuns dan Hak Asasi Manusia Republik Indonssiz fidak
ingin lagi berpolemik karena pada daszrmya nama Sisminbakem sudah
didaftarakan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika,

2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoaesia ingin
menunjukkan kepada masyarskat Indonesia bzhwa Departemen
tersebut dapat menjalankan Sistem tersebut karena sebelumnya sistem
tersebut dipsgang oleh pihzk ketiga,

Pengenian Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat diketahui dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
MHH02 AHO01.10 Tahun 2009 Temtang Tata Cura Pengajusn Permohonan
Penpesahan Badan Hukumn Perseroan, Pemsetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan Perubahahan Anggaras Dasar dan Perobahan Data

Pergeroan, vaitu:

Sistim Admimstrast Badan Hukum yang selanjuinya disingkat SABH adalah
Ienis pelavanan yang diberikan kepada masvarakat dalam proses pengesahan
badan hukum Perserpan, pemberian persetujuan perubshan anpgaran  dasar,
penarimaan permberitashuan perubahan angparan dasar dan perubshan data Perseroan

® Romli Atmasssmita, “Sisdm Administrasi Badan Hradwen ™, Medio Notariat 6 Canuari
26613, Hlm. 61.

¥ 13483l Wawancirm dongan Ketua Tim Rekstrukeurizasi SABH, Bapak Dr. Freddy Hans,
langgal 17 Juni 2009,

® Tivid .

Universitas ndonesia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



seria pemberian informast lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh
Direktorat Yenderal Administrasi Hukum Umem ®

Peraturan Menteri tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT.01.01 Tahun 2007,
tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum dan Persetujuan Perubzhan Anggaran Dasar Persercan Terbatas,
Penyampaian Perbentahuan Pervbahabhan Anggaran Dasar dan Perubzhan Data
Perseroan.

Program aplikasi SABH dibadirkan dalam rangka peremajaan sistem aplikasi
vang telah hadir terlebih dahulu yaitu BISMINBAKUM. sehingga skan lebih
metmpermudah pekeraan (simphfikast) dan diharapkan fungsi pelayanan akan lebih
cepat serta, akurat, efisien dan tepat wakin ¥

2.3.2. Latar Belakanpg Berlakunya Sistian Administrasi Badan Hokum
(SABH)

SABH dibuat berdasgrkan kebutubzn dan tuntutan yang berkembang di
masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistim lama, kendalz wakk
masth menjadi hal yang memberatkan karens seluruh prosedur dilakukan secara
manual. Unfuk sebush Surat Keputusan Akta Notans membutubkan wakie sekitar 4
sampat 6 bulan atau lebih, Kondisi ini berlangsung karena banyzk permohonan vang
masuk karenz banyaknya jumlah permohonan yang masuk. Sebagat ilustrasi, pada
bulan November sampai Februan 2001 tenadi tunggakan pekerjasn yang harus
diselesaikan sebanvak 15.000 buah permohonan *°

& Indonesia (@), loa.cil,
:; “Sistem Administrasi Badan Fukum (5SABH)L” loc.cit.
Ihid.
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Cara kerja Sistem lama, yaitu sebagai berikut*

1. Pada Sistern Lama seluruh pekerjaan dilakuken secara manual, mulai
darl penerimaan berkas dari pihak notans yang meliputi pengecekan
kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendalt.

Setelah im masuk ke dokumentasi dimana selunsh file rasih

berbentuk kerias lgporsn baik pendirisn, persetujuan dan laporan.

Selanjutnya korektor memeniksa vang skan kembalt diperiksa oleh _
Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinye aken diklarifikasi 3
oleh Direktur Perdata. Tata usaha merupakan bagian akhir dan proses
ini, pembuatan Draft Surat SK dan Laporan, klapfikasi final Surat
Direktur Perdata yang dilanjutkan Pencetakan SK yanp akan —~ e
ditandatangani oleh Dirjen. Setelah jadi maka notaris akan mengambil -

dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha

2. Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilaskukan secara manual,
sering timbul masalah keterlambatan, hal mi dikarenakan para pstugas
pembuat notaris harnug momenksa satu persatu permohonan yang
masuk, sedangkan jumliah permohonan yang masuk jauh lebih banyak
dari kapasitas ;;eMgas yang ada. Resiko tegadinya buman error cukap
besar dikarenskan setiap data harus dicocokan kepada dokumen yang
cukup banyak.

3. Untuk Notaris sistern lama akan membuat proses menjadi tfidak
effisien dikarenaksn mercka harus mengecek ke Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Tndonesia di Jakarta, ini dikarenakan
selurub proses hanya dapat di lakukan dan dipantau di Takarta.

4. Penclusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan
karena tidak sdanys sebush sistern oniime yang dapat memantay proses

pembuatan.

# ~Sistom Adeninistrasi Badan Hukom (SABH)” &)
<hitp:Ysisminbakum po.iddomdangiews? ohpt, 10 Juot 2009.

Universitas Indonesia

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009



66

Selain itu, beberapa hal yang mendotong pemernntah uniuk menggunakan
SABH, antara lain™
1. Waktu
Dalam hal ini SABH dibuat dikarenakan apsbila masih
menggunakan sistern lama meka prosedumya sangst memakan waktu
yang lama.
2. Keamanan
Keamanan data pars pemohon dan Badan Hukum dijsmin dengan
adanys sistem Keamanan SABH dimana sctiap notaris diberikan sser
i dan Password vang berbeda.
3. Kecermatan
SABH merupskan sebuah sistern yang memiliki  tingkat
kecermafan yang tinggl sehingga menjamin Soraf Keputusan (SK) 7 77T
vang dikgluarkan sesuai dengan peraturan yang ada Database SABH
memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesta yang dengan
rrudah dapat di gkses melalui jadngan komputer.
4. Transparanst
Reformasi, teish merubab segsla pandangan masyarskat terhadap
pelayanan Nepara untuk warganys, hal int meliputi trasparansi atau
keterbukaan. SABH menciptaken sebugh kondisi yang dimasa laky
tidak mungkin, melhat dengan jelss selurub proses perjalanan
pembuatan  SK Pendirian Badan Hukum Maksud dan  fujuan
Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahas Badan hukum
{terbuka maupun tertwiup) &t Indonesia, ke dalam suatu Bank Data
{Database) schingga akan meningkatkan kinega dan Departemen
khususnya dibidang pelayanan masyarakat,

& “Sistom Administrasi Badan Fukum (SABH),” (o)
htip: Asisminbakum go idAumdmmsfews] bphp, 10 Joni 2009
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2.33. Maksud dan Tuinan Sistion Adminisirasi Badan Hukum (SABH)

Pongadministrasian proses Pendirian dan Perubshan Badan Hukum {terbuks
maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam svatu Bank Data {(dambase) sehingga akan
meningkatkan kinerja Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukom
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pelayanan masyarakat ®*

Pembuatan dan program splikasi Badan Hukom ini diperpunakan sebagai
pengelola, baik di delam pengurusan akta perusahaan sampal pengesahannya maupun
sebagai pengelola bank data (dambase) perusshaan-perusahsan di Indonesia, Sistim
ini akan ferus berkembang dengan pengembangan ke aplikasi ke seluruh snstansi yang
terkait, sehingga pada akhimya seluruh proses vang berhubungsn dengan penguresan
dan eksistensi perusahgan dapat dilakekan dengan menggunakan pelayanan satu sfap
yang akan mempermoudsh para Notans dalam proses pengadministrasian &

pendafiaran perusahaan.®

23.4. Proses f“mgésahaa Perseroan Terbatas sehagai Badan Hukum
mekalui Sistim Administrast Badan Hukom (SABH)

Pada sant sekarang yang dapat mengakses SABH hanyalah Notars yaitu
sebagai pikak yang berdasarkan kuasa dari Pars Pendin untuk melakukan segala
pengurusan dar Perseroan yvang askan didiikan Para Pendir tersebut. Selain Notars
dan Para Pendirinya, omang lain iidak dipecbolchkan unfuk memproses pengesahan
Perseroan sebagal badan hukum sebagaimans yang diamanatkan Undang-undang
Pada tahap awa! Notarls untuk dapat menggunskkan SABH harus mengajukan
parmohonan resmml untuk mendapat wser i dan Password di Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesis. Pendaflaran ini tidak dipungut biaya, Notaris
hanya mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oieh SABH dan untuk

® Rombt Almasasmita, oc.oit,
B wgisierm Adminisirasi Badan ITukum (SARHY,” (6} loc.¢ir.
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selanjuinya setelesh formulir diproses Notaris akan mendapatkan User id serta
password schingga dapat mengakses situs SABH & http /www sisminbakum. po.id.

SABH merupakan sebuah aplikasi khusus yang diperuntukkan bagi Motaris,

untok itu diperluken suaty pengamsnsn berupa password untuk dapat mengakses
SABH. Maka dari ity untuk merlal proses peadinian suaty Perseroan Motaris
dikaruskan mengisi user id dan password yvang bersangkutan pada menu login. User
id dan passward diberikan hanva kepada Notars vang telah mengajukan permohonan
serta telah mengiai formulir vang digediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

Transaksi-transaksi dalam SABH antarz lain;

1. Pendirian Perseroan (Daflar Isian Akta Notans (DIAN 1), dalam hal ini
diperuntukkan untuk permobonan pengesaban status badan hukum
Parseroan. _

2. Pemnrchonan Persetyjuan Perubshan Anggaran Dasar Perseroan (Daflar
Isian Akta Notaris {DIAN II), dalam hal ini diperuntukkan untuk
perubahan angparan dasar Persercan,

3. Penyampaian pembentahuan perubshan anggaran dasar dan pervbahan
data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Persercan Terbatas (Daftar Isian Akta Notaris {DIAN 1},

Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Notans dalam SABH agar Perseroun
mempercish status badan hukum, sebagai bernkutk:

1. Pengecekan Nama dan Pemesanan Nama

Setelsh login pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali haros
dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaflarkan dalam dara
bare. Sesual dengan Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, vang pada
dasamva dibuat untuk mengatur fata cara pengajuan penmohonan
persetujuan  pemakaian nama Perscroan  serta pedoman  pedoman

penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka
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setiap pemakaian nama Persercan harus mendapat persetujuan Menterd
Hukum dan Hak Asas: Manusia Republik Indonesia,

Langksh pertama ini bertyjuan untuk memastikan bahwa nama
Persaroan tersebut belum terdaftar dan untuk memastikan nama Perseroan
vang akan dipergunakan dapat diterima oleh pibak Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melakuken proses ing,
user memilih menu pesan nama dan melzkukan input nams perseroan
yang dikehendaki. Bila nama Perseroan yang dizjukan tersebut belom
terdaftar, maka yang harus dilakukan adalgh melakukan pemesanan nama
Perseroan yang akan didaflarkan tersebut dan mendapat nomor kendali
vang berisi keterangan-keterangaen mengenal yang akan dilakukan Notaris.
Apzbila nama telah terdaftar maka proses tersebut dilanjutkan ke dalam
DIAN I stau DEAN L

Jika name perseroan fersebut belum terdaftar maka user dihamska&
menekan tombol Pemesanan Nama Persercan uniuk mendinkan Perseroan
Terbatas. User diharuskan mengisi data sebagai berikut:

a. Jenis Perseroan, terdifi dani:

1} PT Nonfasilitas Umum;

2) PT Fasilitas PMA;

1} PT Fasilitas PMDN:

4} PT Persero BUMN,

53 PT Perbankan;

8) PT Lembapa Keuangan Non Perbankan;
73 PT Usaha Khusus,

b. Tempat kedudukan

¢. Nama Grup PT (jika ada)

d. Singkatan Nama Perseroan (bila ads)

Bila data-data tersebut felgh selesal dimasekkan maka selanjuinya

adalzh memonitoring proses pemeriksaan nama Perseroan tersebut. Dalam
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proses ini wser dikenskan pembayarsn sebesar Rp. 200.000,- yang
dibayarkan kepsda Bank BNl Cabang Tebet, Jakarta atas nama
Departemen Hokum dan Hak Asag Manusiz Republik Indonssia.
Pembayaran int sesual dengen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Neomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis den Tanf Atas Jenis Penerimasn
Negara Bukan Pgjak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,®

Dengan melakokan proses ini bamlsh nama Perseroan beserta data
vang digjukan tersebut dipefiksa sesumi dengan ketentuan Peraturan
Pemenntah Nomor 26 fahun 1998 tenfang Pemakaian Nama Perseroan
Ferbatas, Pemeriksaan tersebut dilakokan secara berjenjang dengan urutan
sebagai bertkut:

a. Pemenksaan oleh Korgktor DIAN, apabilz nama disetujni rmaka —
pomenksaan dilaniutkan kepada Kasie;

b. Pemenksaan oleh Kasie, apabila nama disetiyui oleh Kasig maka akan
dilanjutkan dengan persetujuan Kasubdit; .

c. Persefijuan Kasubdit;

Apabila nama tersebut tidak disetujul bak oleh Korektor DIAN
maupun oleh Kasie, maka notifikasi penoclakan beserta alasannya dikirim
melalui email Notaris vang bersanpkutan. Jika penolakan lebih dan 2 kali
maka terdapat 2 akibat hukam bagi Notasds yang bersanghkutan, yain:

1. Notaris mengirimkan surat penghapusan nama Perseroan Terbatas
| torsebut, kemudian transaksi sefesai; dan
2. Notans melakukan tahap penggcekan nama dari awal.

Jika pama ditolak kurang dari 2 kali atay terdspat kessmaan dengan

Perseroann Terbatas lainnya, maka Notaris dapat mengiimkan surai

* Indonesia {c}, Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Trang Jenis dan Tarifl Atas Jenis
Penerimaan Negare Boken Falak Yeep Berlaks Pada Deparlomen Hukums dap Halt Asast Manusia
Repubiik Indenasia, PP Mo, 38 Tahun 2008, LN No. 77, angks 1.
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pemyatasn tidak keberatan nama dari Direktur Perseroan yang namanya
memiliki persamaan denpan Perseroan yang skan didaftackan, surat
pemyataan satu grup dan Direktor Perseroan mnduk atan perbaikan nama
Perseroan. Kermlian dilanjutkan dengan disposisi Badan Hukom dan
pemirosssan surat oleh tim Cwstomer Service. Setelah semua dilakukan
maka nama Perseroan tersebut akan dicek secara bertahap oleh Korektor,
Kasie dan Persetuivan Kasubdit.

Sama sepesti proses diawal, langkah selanjuinya adalah memonitorng
proses penggantian namsa yang telsh dilakukan, spakah nama Perseroan
tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

Seteish itu Notans diharuskan membayar bizva PNBP serta mengist
pembayaran tanggal PNBP terschat Apabilz proses pemesanar nama
Perseroan yang telah diterima melewati batas waktu 60 {enam puluh) hari
sejak nama Perseroan tersebut diterima maka nama Perseroan akan
terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telsh melewati masa
herlalamya.

. Pengisian Data (Pra DIAN I dan DIAN I}

Setelah pembayaran PNBP telsh selesar dibayarkan dan diisi tanggal
permbayaran PNBP pada sistem maka dilanjutkan dengn pengisian Pra
DIAN I Proses ini dilakukan dengan melakukan input terhadap data
perseroan ke dalam DIAN vang telah disedizkan oleh SABH. Selain
memuat data perseroan, DIAN jugs mencantamkan syarat-svarat yang
mutlak harus dipenubi oieh pemohon,

Pra DIAN T (Prasyarat DIAN 1) adalah proses lanjutan vang harus
dilalui setelah pengajuan nama Perseroan dan sebelum tahap DIAN I
Pada tehap i diharuskan mengisikan tanda “centang” pada dokumen-
dokumen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik
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Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam antok pengisian Pra DIAN
I yaitu pertama-tama pilih menu Pra DIAN ! kemudian piih nama
Persercan  vang akan disjukan dalam proses DIAN 1 kemudiun
memasukan tanggal skia pendirian dari Persercan tersebut, sstelah itu
dalam tehap ini data-data yang harus dilengkapi diklasifikasikan menjadi

tiga bagian yaitu

1. Prasyarat Wajib, vang terdis dari:

a

b.

c.
d.

&.

Salinan akia pendinan;

Bukti Pembaayaran Biaya PNBP untuk pengumuman
dalarn Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,

Bukti Pembaayaran Biaya PNBP untuk pemakaian nama;

‘Bukti Pembaayaran Biaya PNBP untuk Pengesahan;

Suraf Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

2. Prasyarat Kondisional {vang harus dipilih salah satu), yang

terdin dari:

a.

Bukti Setor Modal (Susat Pemyataan Telah Menvetor,
untuk DIAN I);

Dralam Hal Pendirian Persercan dari CV menjadi PT, yaih:
Neraca Akhir Perusshaan Yang Dibuat Perseorangan,
Firmsatau CV

Dalam Hal Penyetoran Modal dalam Bentuk Barang
{Tabreng), vang terdiri dan:

& Hasil Penilaian dan Juru Taksic (Appraisal).

o Pengumuman dalam Surat Kabar Harian.

3. Prasyarat Opsional, yang terdiri dari:

&

b.

Salinan Akta Peleburan,

Apabila Pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka
Peleburan

SK Menten tentang status badan hukum Perseroan,
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Apsubila salah satu pendin adalzh Perseroan

¢. SK Menien tentang status badan hukum Yayasan,
Apabila salah satu pendid adalah Yayasan

d. SK Manteri teatang status badan hukum Perkumpulan,
Apahila salah satu pendiri adaleh Perkumpulan

Setelsh selesai pada tahap Pra DIAN 1 selanjutnya mernasuki proses
DIAN I yang merupakan tshapan terakhir untuk pengisian data-data
Perseroan. Bila data-data vang telgh diistkan sesual menurut Direkur
Jendral Administrasi Mukum Unmm, maks honyz tinggal memasukan
dokumen fisik atau menginmkan dokumen fisik Persercan ke Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  tingsal
menunpgy proses klarifikeasi data-dats yang telah dimasukan dengan
dokumen fisik,

DIAN 1 Merupakan tahap terakhir uniuk mengisi dats-data perseroan,
Bila data-data vang diigikan sesual atay benar menurut Departemen
Huykum dan Hak Asasi Manusia khususaya Direktur Jenderal Administoasi
Hukum Umum, maka pemohon tinggal memasukkan atau mengirimkan
dokumen fistk,

Data persercan yang harus diistkan ke dalam formulis terbagi atas:

1) Data pokok Perseroan.
ay Alamat Perseroan;
b} Nomor Pokok Weiib Pajak (NPWP);
¢} Jangka wakiu pendinan {terbatas atgu tidak terbatas).
2} Akta Pergeroan.
Memuat data akta pendinan Perseroan, yaitu;
a} Tempat kedudukan;
b} Nomor dan tanggal akta
3} Modal (Saham),
Berist keterangan tentang jumiah dan saham, yvaitu:
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a) Modal dasar Perseroan;
b} Modal ditempatkan;
¢} Modal disetor;
d) Iurslsh modal disetor;
&) Jamlah seluruh saham;
£y Jumlah ssham ditempatkan;
g} Nilai nominal saham.
4) Pendin Perseroan.
Berupa data tentang identitas serta status pendiri perseroan,
yaitu:
a) Pemegang saham Perseroan;
by Pengurus Perscroan {mimimal saty direksi dan sam
komsaris),
Data ini berisikan identitas pribadi yaitn nama lengkap,
alamat, kota, tempat dan tangeal lahir, pekegaan, nomor
KTIP don kewarganegaraan.
5y Maksud dao Tujnen.

SABH telah menyediakan daflar mengenal maksud dan tujuan
perseroa. Secara umum data maksud dan tujuan il dibedakan
berdasarkan jenis Perseroan, yaitu:

a) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi jenis

perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga
Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.

b) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi persercan

PMA, PMDN dan BUMN. '
Seteigh kelima hal terscbut selesal maka Notans mengklik tombo!
Yo" apabils menyetujui data-data yang diist tersebut. Setslah data-data
dalam DIAN gelesai meka SABH akan melakukan penvimpanan data
DIAN tersebut dalam sistem untuk kemudian dilakukan pemenksaan dat
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oleh Korektor DIAN, Kasie dan Kasubdit. Jika terdapat koreksi dari ketiga
korektor dan pejabat tersebut maka dilakukan pemberitahvan atau
notifikast kepada Notans yang bersangkutan melalui email dan kemudian
Notans mengirimkan surat pecbaikan data di DIAN dan perbaikan data
DIAN tersebut dilakukan oleh Customer Support. Setelsh hal tersebut
dilakukan maka Notaris diharuskan mengisi data-data kembali dari Pra
Syarat DIAN.

Pernyataan Tidak Keberatan atau Pencfakan dari Menteri

Setelah FIAN 1 diisi, maka Msnten Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau menolak
permohongn yang dizjukan tersebut dalam SABH. Bilz data-dafa tersebut
yang telsh dimasukan mendapat koreksi atan sesuatu vang harus
diperbaiki dapat dilihat dengan detall kesalshannya melalul menu
monitoring. Apabila data-data yang dimasokan diterima maka pada
halaman monitoring felah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN
Tidak Kebemtan Menteri dan diharuskan menyershkan dokumen fisik
Perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 havi sejak terdapatya tanggal
dan jam Tidak Keberatan Menteri,

Dalam jangka waktu selambat-lambatnys 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pemyataan Tidak Keberatan Menien Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesis, Notaris yanp bersangkutan wajib
menyampaikan surat permohonan secars fisik beserta keterangan

mengenai dokumen pendukung,

Tahap Pengiriman Dokumen Fisik
Tahap Dokemen Fisik merupakan tahap aten proses terakhir yang
harus dipenuhi untvk melengkapi selurub rangkaian proses pengesshan
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badan hukurm Perservan sejak pemesanan nama, Pra DIAN 1, pengisian
DIAN 1 bingga penyerashan dokumen fsik.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud yang harus disamparkan
secara fistk kepada Menien Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, mel i;:z»zz%i;mE

1. 8alinan akia pendirian Perseroan dan jika ada salinan akis

perubahan pendinan Perseroan;

2. Salinan akta peleburan dalam hal peadirian Persercan dilakukan

dalam rangka peleburan;

3. Bukii perabayaran biava untuk

i. persetaiuan pemakaian nama;
i, pengesahan badan hukum Perseroan;
iH. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia

4. Bukiti setor modal Perseroan berupa:

a. Slip seforan atau keterangan bank stas nama Persercan
atau rekening hersama atas nama pars pendiri atau
pernyataan  felash menyetor mwodal Perseroan yang
ditandatangani oleh semuz anggota Direksi bersama-
sama sémua pendin serfa semua anggota Dewan
Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk
uang;

b. Keterangan pemlaian para dan ghli yang tidak
terafiliagi stau bukti pembelian barang jika setoran
modal dalam bentuk lain selain uang yang disertal
pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam
bentuk benda tidak bergerak;

 Indonesia (8), op.cit, Ps. 7.
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¢. Peraturan Pemerintsh dan/etau surat Keputusan Menten
Keuangan bagi Perseroan Persers; atau

d. Neraca dari Perseroan atau neraca badan ussha bukan
badan hukum vang dimssukkan sebagat setoran modal.

5. Surat keterangan zlamat lengkap Perseroan dan pengelola gedung

atau surat pemyatgan tentang alamat lengkap Perseroan vang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua
pendid serta semua anggota Dewan Komisans Perseroan; dan

6, Dokumen pendukung lain dan instansi terkait sesuar dengen

persturan perundang-undangan.

Dolarmen Fisik ini dapat dikirimkan kepada Departemen Hukum dan
Hak Asasi Msnusia Repuoblik indonesia Gedung Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umaum, Lantai 1 JL HE Rasuna Said Kav 6.7
Jakarta 12940, Selain in, Notarls ataupun kuasanya dapat langsung datang
ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiz yang beralamat
sepertl yang tersebut diatas, kemudian menyerahkan dokumen pendukung
tersebut kepads loket fisik yvang bergda di loket V-VIL

Setelah dilakukan pemeriksaan di loket, apabila terdapat kekurangan
dokumen maka Noiwis yang bersangkutan dapat mengirimkan
kekurangan dokumen terssbut. Namun apabila semua dokumen telsh
lengkap dalam pemeriksaan Joket maka akan dilanjutkan kepada
permeriksaan oleh korektor, pemertksaan Kasie dan persetujuan Kasubdit,
Yika terdapat koreksi dalam hal pemeriksagn dokumen fisik yang
dilakukan oleh korekitor maupun Kasie maka ada 2 akibat hukum bagi
Motaris fersebut, antars iam:

1. Apsbila terdapat kekurangan dokumen fisik maka Netaris vang

bersangkutan menerima notfikasi atau pembenitahuan lewat email
dan setelah ity Notars dapat mengirimkan kekerangan dokumen
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tersebut serta dikinmkan atau dibertkan kembali lewat loket
penerimaan dokumen fisik.

2. Apabila terdapat kesalahan pada DIAN I, setelah Notaris mendapat
koreksi dari email maka Notaris mengirimkan surat perbatkan
DIAN ke lokst surat untuk kemudian perbaikan data tersebut
ditakuksn olch Customer Support. Apabilz hal tersebut telsh
dilakukan oleh Notanis maka Motaris yang bersanghkutan harus
mengisi data dalam PraDIAN 1

6. Menteri Menerbitkan Surat Kepatusan Tentang Pengesahan Badan
Huokum Perseronn

Seealah dokumen fisik diferima dan selesai dipenksa, maka Notans
akan memperoleh pemberttshuan bahwa menunggu proses Surat
Keputusan {SK) Menteri mengena Pengesshan badan hukum Perseroan
paling lambat 7 hant namun dalem prakiekaya penerbitan Surat Keputusan
{SK} Menteri tersebut selalu lebih dani 7 han.

Dalam tahap menungge Surat Keputusan (8K} Menteri terssbut
Xﬁta;is dapat melihat pada monitoring tahap peayelesalan sudsh sampal
mang. Dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) dapat kita lthat
dalam monitoring antara lain, penomoran Swvrat Keputusan {SK),
pengesashan Surat Keputusan {8K) oleh Digen, Pencetakan Surat
Keputusan (SK) serta penginman Surat Keputusan (8K}

Mulat tangzal 18 Mei 2009 berdasarkan swrat pemberitahuan dan
Ketua Tim Rekstrukturisssi SABH, penginman Surat Keputusan (8K}
melglul PT. Pos Indonesia kepada masing-masing Notaris yang
hersangkutan.

Selanjuinya akta pendinan Perseroan Terbatas vang telab disabkan
oleh Menterd Hukum dan Hak Asast Manusia (Perseroan Terbatas telah
berstatus badan hukum), dicatat dalam Daftar Persercan dan diumuamkan
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dalam Tambzhan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini
dilakukan oleh Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wakt
paling lambat 14 (empat belas) han terhitung sejak tangpal diterbitkannya
keputosan pengesahan badan hukum perssroan tersebut (Fasal 30 TRI PT).

24. Analisis Terhadazp Persoalan Yuridis yang Timbul Diakibatkan
Ketidakpastian SABH
24.1. Kasus Posisi
Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, maka analisa dalam
kasus ini difujukan kepada PT. X berkedudukan di kabupaien Tangerang, didirikan
dengan akta pemdidan tertanggal 14 MNovember 2008 di hzdapan Notans Y.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (3} UU PT, pernohoenan unfuk memperoleh pengesahan
sehagar badan hukum diajukan kepada Mentent paling lambat 60 (enam puluh) hart
terhitung seiak tanggal akta pendirian ditandatangani. Mamun dalam kenvatasnnya
untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukoum, PT. X ini baru dapat disahian
lebih dan jangka wakiu vang telah ditetapkan dalam UU PT yarto lebih dan 30 har
terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan oleb Menter Hukum dan Hzk
Asast Manusia Republik Indonesia yang diafur dalam Pasgal 10 ayat {3} sera
pengesshannya PT. X sebagai badan hukum lebih dan 14 (einpat belas) hari sehingga
bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) UU PT . Hal ini teqjadi dikarenskan adanya
tidak dapat berjalannya sistem dar SABH.

2.4.2, Penyelesaian Pengesahan Pendirian Perseroan Yerbatas sebagai
Badan Hukom

Beberapa bulan yang lalu Sisminbakum yang kemudian berubah namanva

menjadi SABH tidak dapat diakses secara online, Hal tersebut diakibatkan adanya

dugaan kasus hukum yang melibatkan beberapa peizbat dalam Departemen Hukum

© dan Hak Asasi Manuosia Republik Indonesia. Dibekukannya akses menuju SABH

tersebut membuat Notaris scbagai pihak yang menggunakan sistem ini menjadi pihak
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yang paling dirugikan karena tidak bisa melakukan pengesahan pepdinian Perseroan
untuk mendapatken statos badan hukum. Notaris barus menggunakan sistem tersebut
agar syatu peruszhaan dapat memperoleh status badas hukum sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT dan pengesshan badan hukum fewsebut ditandatangant
secara elektronik oleh Menteni. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), pendin secara bersama-
samg mengsjuken permohonan pengesghan badsn hukum melalul jasa tekhnolog
informasi Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun apsbila pendin tidak
dapat mengajuken permobonan tersebut meka dapat membernkan kuasa kepada
Notans untuk melakukan pengesshan tersebut. Dan Pasal tersebut dapat diketshui
bahwa hanya sistem tersebut yang digunakan dalam hal pengsjuan permochonan
pengesahan badan hukum untuk Perseroan,

Sejak Sisminbakum dihentikan, maka Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusiz Republik Indonesia membentuk swaty Tim yang dinamakan Tim
Rekstrukfunsast Swminbakum. Hal fersebut sebagaimana termyata dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Asast Manugia Republik ndonesia Nomor M.HE-04.IN.04.03
Tahun 2008 Tentang Tim Reksturisasi Pengelolaan Sistim Administrast Badsn
Hokem (Sisminbakum) Direkiorat Jenderal Hukum Umum. Tugas dan tenggung
fawab Tim Restrukturisasi ini adalah s&;agai berikai:

1. Melakukan evaluasi Pengelolaan Sistim Adnwnistrasi Badan Huokum
(Sisminbakun} Direkiorat Jenderal Hukum Umum;

2. Melakgangkan pemindahan date Sisminbakum dari provider pengelola
Sistim Admunistrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke dalam pengelolaan
Drirektorat Jenderal Hukum Umnurm;

3. Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari Sisminbakum dari
provider pengelola Sistim Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke
dalam pengelolaan Direktorat Jendersl Hukum Umum,

Atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadap Tim tersebut maka Tim
tersebut bertanggung jawab kepada Menten Hukum dan Asasi Manusia Republik

Indonesia. Tim ini melaksanakan tuges dan tangsung jawab tersehut diatas selama 6
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bulan. Kemudian, untuk kelancaran pendaftaran badan hukum yaog sedang dalam
proses perbenghan maka oleh Menten Hukum dan Asasi Manusia Republik
Indonesia dilakukan perpanjangan waktu Tim ini selama 6 bulan berikutnya. Hal ini
sebagairnana tercantom dalam Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia
Republik  Indonesiz Noraor MHBH-04IN.0403 Tahum 2009 Tentang Tim
Reksturisasi Pengelolaan Sisfim  Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)
Direktorat Jenderal Huokum Urnum (lanjutan). Tugas dan tanggung jawab Tim in
sebagai berikut

1. Melakukan pengelolasn Sistim Administrasi Badan Hokam (SABHD)
Direktorst Jenderal Hukum Umum;

2. Melsksanakan perencanaan Sistim Administrast Badan Hukum {SABH)
dan pemmndahan dafa dari sistem lama ke sistem bams pengelola Sistem
Administrasi Badan Hukum ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal
Hukumn Ui

3. Melaksanakan pengalthan sistern Sisminbakum dan Sisminbakum dard
provider pengelola Sistirn Administrasi Badan Hukum {Sisminbakom) ke
dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Unmim,

Selain itu, dalam pelaksenaan SABH ini juga memiliki kendaia dan hambatan,
antara lain:

1. Sistim SABH

Sepertt di ketahui bahwa peranpkaf sistem atau server yang ada pada
SABH muasih memingam dan Direkiorat data Lansdcopy dan itu pun ridak
dapat memenchi standar minimal untuk melayani sekitar 9000 Notaris,

2. Operasional SABH

Dari segl operssional, pelayanan SABH ini membutuhkan biaya
operasional yang cukup besar, sedangkan wntuk pengajuan biaya tersebut
membutuhkan proses yang cukup panjang karena harus mengkuti
prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dikaitkan dengan kasus diatas, bahwa para pendm dari PT. X membuat akfa
pendisian dan telah ditandatangani oleh pama pendini serta Notans pada tanggal 14
November 2008, seharusnya pengajuan permohonan Perseroan sebagai badan hukum
berakhir paling larmbat 60 han sejak akta pendirian PT. X tersebut ditandatangani atau
pada tanggal 13 Januari 2009 Namun yang tegadi pengeszhan Perseroan PT. X
dilakukan lebih dan 60 han yaitu pads famgeal 26 Mer 2009. Hal fersebut
dikarenskan tidak bisa disksesnya SABH dikarenakan ferkendala dugaan kasus
hukum dalam Departemen sehinggae peralatan agar dapat begalannyz Sisminbakum
distia oleh kejaksaan. Jika melithat peraturan perundang-undangan vang berlaku
mengenal Perseroan vaitu UU PT, menyatakan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1)
UU PT bahwa permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenat
status baden hukum dapat digjukan paling lambat €0 han sejak skts pendirian
Perserosn ditandatangani. Oleh karena itulab, sudah sepatutnys jika Perseroan PT, X
tersebut bubar karena hukum dan akia pendinarmyz menjadi batal kerena telah
melewall jangka waktu dant yvang ditetapkan dalam UU PT vang dinyatakan dalam
Pasal 10 ayat (3Y UL PT,

Selain sty PT.X tersebut juga telah melewat jangka wak&x pemyataan keberatan
dari Mentent yaitu selama 30 hari sejak format isian (DIAN 1) diterima oleh sistem.
Hal tersebut berdampak juga pada pengesahan PT. X sshagai badan hukum lebih dari
14 han sehapaimana yvang diatus dalam UU PT.

Pembekuan sistem fersebut, memimbulkan reaksi dari para Notaris selaku
pengguna deri sistem tersebut sedangkan dalam UL PT juga tidak diatur secarz jelas
apabila sistem tersebut tidak dapat berjalan atan diakses karena kejadian ini dilvar
kesalzhan darl Notaris.

Untuk mengantisipasi hal ini, Departemen memberikan kelongparan kepada
Netaris wntuk diberikan tenggang waktu yang lebih dari 60 hari selams ada
pembekuan SABH tersebut sehinpga berdampak mengeyampingkan Pasal 10 ayat (1)
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UU PT. Namun sampai sekarang Depariemen belum mengeluarkan peraturan
mengenai jangka waktu torsebut Qleb karena itu, masalah jangka waktu im
menimbulkan polemik bagi para pihek. Sudah sepatutnya jika Depwtemen
mengeluarkan Surat Keputusan mengenai jangka waktu tersebut secepatnya sehingga
dapat menimbulkan kepastian hukom bagi para pihak.

Cara penyelesaian unfuk menghiodan terewatnya jangka wakiu 60 han
sebagaimana diatur dalam U PT, sebaiknya jika akta pendinian Perseroan vang telah
ditandatangani oleh para pendint dan Notaris maka selanjutnya Notaris yang
bersangkutan langsung mengakses ke SABH untuk mengajukan permohonan
memperoleh  status badan hukum  atas Perseroan tersebut. Hal tersebut fuga
meminimalisir kejadian apabila Notars lupa mengawkan permochonan  untuk
memperoleh status badan bukum yang mengakibatkan hapusnya jangka wakfu 60 hari
tersebut. :

Jika dikaitkan dengan kssus digtas, Notans Y dalam hal mm adak melenpuar
ketentuan dalam UU PT karena data-data vang dimasekkan ke dalam SABH adalgh
di hari pada saat akia pendirian ditandatangani oleh Notaris dan para pendidnya
Namun karenz SABH tersebut tidak dapat dizkses karena adanys dugasn kasus
hukum tersebut maka psngeszhanmya PT. X sebagai badan hukum tslah melewati
Jangka waktu 60 han sebagaimana yang distr dalam UU PT,

Dalam kesdaan darurat seperti ini suddh seharusnya pemerintah melakukan
terobosan hukum melalui Peratoran Pemenntah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
karena tidak bisa digksesnya SABH ini menimbulkan kontroversi di kalangan
pebisnis yang berdarnpak pada perekanomian nasional.

Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dikarenakan tidak diaturnya hal
sepett ini dalam UU PT sudah sepatetnya pemerintah membuat suatu persturan

khusus agar perckonomian dapat berjalan lancar kembali.

# Hastl Wawancars dengan Ketus Tim Rekstrukturisasi SABH, Bapak Freddy Haris, lor i,
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24.3. Alibat Hukum Terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham,
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan
Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UU PT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua)
orang atan lebik dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan
demikizn jelas bahwa dalam hal penempatan sejumlsh szham dalam pendinan
perseroan tentunya didasarkan pada suatu pefjanjian,

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ULPT, Perseroan dapat didirikan
minimal oleh 2 (dua) orang dan yang terpenting di antara mereka sudah sepakat
{berjanji} untuk mendirikan persercan tersebut. Dalam hal mi tidak erkecuali juga
bagi sepasang suami isteri yang masih terikat tali perkawinan untuk ikut mendirikan
suatu persercan kavena dalam UU PY tidak diatur secara jelas mengenai hal terscbut.

Sehagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 UU PT, setiap perbuatan hukam
atas nama Perseroan vang belum memperoleh status badan hokum, hanya boleh
dilakukan oleh semua anggotla Direksi bersama-sama semua pendin seria semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semwua bertanggung jawab sscara
tanggung renfeng ates perbuatan hukum tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menegaskan bahwa anggota Direks: tidak dapat melakukan perbuatan bukum atas
namsz Perseromn vang belumn memperoleh status badan hukum, tanpa perseigjuan
sernua pendin, anggota Dirsksi lamnya dan anppota Dewan Komisans.

Jika dalam keadaan normal apabils akta pendinan tersebut tidak digjukan
dalam wakiu 60 han sejak akia pendinan ferscbut ditandatangani makz skta
pendinannya meajadi batal dan Perseroannya bubar karenz hukum sehingga
rempurntyai akibat hukum pemberesanniva dilakukan oleh Para Pendin,

Namun yang terjadt sekerang edaleh keadssn dimana di luar kesalghan para
pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya Oleh karena itu, Departemen juga
memberikan pengecualian mengenad akibat hukum yang dilakukan oleh para pendiri
atau Pemsgang Ssham, anggota Direksi dan Dewan Komisans berkaitan dengan

pendirian Persercan iersebut bshwa Perseroan tersehut tetap dapat mengajukan
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permohonan status badan hukuwm dan batk Para Pendin, anggota Dirsksi dan Dewan
Komisaris tetap dapat menjalankan tindakan hukumnya dengan tetap berpedoman
kepada Pasal 14 ayat 1 ULJ PT dimana setiap perbuatan hukum Perseroan terschut
vang belum mempunya status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua
anggota pendiri, anggota Direkst dan Dewan Komisaris secara bersama-sama.

Alibat hukum bagi para pendiri atan pemegang saham, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris apabila Perseroan tersebut belum dapat disahkan yang diakibatkan
tidak dapat diaksesnya sistem SABH fersebut yaitu para pendini afau pemegang
saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila melakukan tindakan hukum
atas nama Perseroan maka mereka semua bertindak secara tangpung renteng atas
tindakan hukem tersebut Hal tersebut dikarenaksn sebelum Perseroan Terbatas
memperoleh siatus badan bukum maka Perseroan yang bersangkutmn tidak berbeda
dengan firma, persekutuan komanditer, afay persekutuan perdata. ‘

Dikaitkan dengan kasus posisi diatas, seharusnya pendinan PT. X sesuai dengan
ketentuan yang dintur dalam Pasal 10 ayat (9) UU PT, jika felah melewati jangka
wakiu 60 han yang distur dalam UU PT maks scharusnva PT. X tersebut bubar
karena hukum namur Karsng sistem SABH vang tidak dapat diskses dan buka
kesalshan dari calon pendin ataupun Notaris maka Departemen memberikan
pengecuatian bagi Pergeroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut,

Selama penditian PT. X belum mempemleh status badan hukum dari instansi
terkait, maka akan mempunyai akibat hukum bagi pendiran PT. X tidak berbeda
dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdatz dimana setiap calon
Pendiri mempunyai tanggung jawab secara renteng. Namun jika telah memperoleh
status badan hokum maka PT. X dapat menjalankan Perseroan sebagaimana yang
diatur dalam UU PT.
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_ BABHI
PENUTUP

3.1. Kesimpuian

1. Cara penyelesman adalah Notans 'harus langsung mengajukan
permohonan untuk memperoich status badan hukum kepada Menten
Hukum dan Hak Asasi Manusiz Republik Indonesia setelah akfa pendivian
ditandatangant oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat
diagkses secaia pmfine di luar kesalahan dan Notaris maks Departemen
Hukum dan Hzk Asesi Manusia Republik Indonesiz  memberikan
pengecualian  kepada Notans menpgenai jangka waktu pengesshan
Perseroan sebagal baden hukum yaite Iebth dan 14 hard dimana hal
tzrsebut bertentangan dengan jangka waktu yang diatur dalam UL PT

2. {ﬂkibat hukum terhadap para pendiri atey pemegang saham, angpots
Direksi dan anggots Dewan Komisans jika Perseroan tidak dapat
melakukan akses ke SABH bukan disebabkan kesalahan dari para pihak
yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum
dari Menters Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendin atau
pemegang saham, anggota Dieksi dan anggota Dewan Komisars
bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hokum yang dilakukan
atas namz Perseroan sampa status badan hukum Perseroan tersebut
diperoich dan Mentert Hukum dan Hak Asast Manusia.
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3.2. Saran

i,

Keadaan darural yang terjadi pada smat sekarmang berkaitan dengan
pengesahan badan hukem Perseroan membuat pemenntah  harus
mengeluarkan suatu peratursn dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu),

Tidak disturnya pengsturan mengenai lewatnya jangka waktu Perseroan
Terbatas sebagas badan hukum dart UU PT dengaa realita yang erjadi
sekarang maka dipesiukan suatu regulast khusus dalam bentuk Peraturan
Pemenntah Penggantt Undang-Undang (Perpu) vang mengatur mengenai
telgh lewsinya jangka waktu permohonan pengesahan pendinan Perseroan
melalui SABH.

Seharusnya Departsmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia membenkan sosialisasn kepads seluruh Notaris dan para pihak
vang terkait terhadap tidak bisa diaksesnya SABH int sehingga
menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak.
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\ ‘Pasal 1,

Dalam Pera hett ind yeng dinssksud déngen:

1. Pese Terbatas yeng sélanjutnva dtsc’mxt Perseronn adn}.ah badan hulwn yang
meripakan  persekunian ‘modal, - didirikan, berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatar
usals - dengan modal daser yabg selunsnya terbagi” dalam seha  den poemenohi

pérsyaratan yang ditetapkan delam Undang-Undang Nomior 40, Tehun 2007 tentang

Perséroun Terbatas serta peratucan: pe:!ak&aﬁammya

2. Smmm Administrasi- Baden Hukwn yaog ﬁala:gumya disingkat SABH adalah ;mts
pelayanan yeng diberikon kapasla masyarakatl - dalam proses pmgcsnbm badan. hukum
Perseroan, pemberian persetujuan penibahan anggeran dasar, fenerimaan pemberiialivan
pefubehen anpparan dasar, dan peribahan data Perscroén seria pemberian informast
lainnya Secara elektrcmk yang diselenpeardken oeh nmkfnm Jeinderal Admirdstrasi
Hukum Ustuny,

3.  Data Isian Akta Notatis yang selanjinya disingkat DIAN atia%a}z format isign yang
dtlakukan secara elekironik,

4, Dats Isian Akta Notaris | yang sclanjubiya dzsmgkzst DIAN T adalah format-istan untuk
permolionan pcngesahan status hadun hukum Perseroan.

S.  Data Isian Ak Notaris 11 yang seian_mmya disingkat DIAN II adalah format isian untulc:

permohonan persstajlan pérubahan anggaran desar Rerseroan.
6. Data Isian Akta Notaris HI yang selanjuitnya disinghat DIAN HI adatah format isian untuk
penyamipaian pz:mbemahum perubahan angparan dasar dan. pefubabian data Perseroan yang
diwagjibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatds,
RUPS sdaluh Repai Ut Peimepang Salam.
Mentert adalash Menterd Hikwn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pejabat yang Ditunjuk adalah Divektur Jenderal Afinintstrasi Hukurm Umam.

o

BAB Y ;
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pagal 2
{1} Permchonan-pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh pendic atau notaris kepada
Meriteri aton P Jﬁb&i yang Ditaniuk,
(2) Dalam hel pendid tidak mengajikan sendirl pesmolionan scbagaimina dimaksud pudy ayut
(1, pemim hanya dapat memberd kunsa kepada rotards.

Pasal 3
Permaohonian sehaga:mana diaksud dalam Pasal 2 digjukan olch pandini alau notaris maslalut
SABH denpan:cara mieivgisi DIAN 1 setelzh pemakajan nama disetujmi oleh Mexteri atau ?egabat
yang Dituniuk dan. diisngkapz keterangan mengenat dolasmen pendioung,

: Pasal 4

(1) Mentefi atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyaiakan lidak berkeberatan atas permohonan
atau menolak permohonan yang digjukan sebagaimans dimaksud dalara Pasai 2.

{2) Pmyataan tidak berkeberatan atau pendiskan sebapaintans dimaksud pads ayal (1)
diberitadiukan langsueg melalui SABH.

ke
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I Pusal 5

(13 Jika pmze' s..hagmmam dimaksud dalom Pasal 3 syat (1) dan keterangan mengenal
Mmen Sdamg 1diah sesus dengan Yetentuan peratuzan pmméang»unﬂﬁ%m,

‘Pejabat yeng: Ditunjik fangiung mnaymnkan fidak ‘Gerkeboratan. alas

permoliorian yang hersangkular,

2y Pentlit 4w noumis yang mengajukan permohonas; wajib menygmpaiksn ssbdra fisik surat

" periohdmis yang dilampisi dokumen pendukung dan dibuldiken dengan {anda terima
dalam wakiy peling lambat. 30, (lxga pulith) hari terhitung sejak tanggal pernystasn tidak
berkeheratan sehagsimana dimaksud pade-ayat .

(3) Jika seniva persyaratan scbagsimisna dimaksud pade eyat (2) telah é;pezmh; setara
Ezngiwp, dalam waktu paling Jamabat 14 {empst belas) has, Meited afau i*qabat yang
Ditmjok meneibitkan Keputnsan tantang pengesaban hadan hutum Perservan:

4 Kz:pumsmx tentang pengesahan . badan hukium Perseroen schngmmana diniaksud mﬂa
zxyat % dliwéatmgam secnra elokironik.

Pasal b

(1) Apab“zia dalam batas- wakis 3@ {figa puloh) hari fisik serat permobonan yang dilampiri
dokutnen pendukung sabagmmm dimsksud dalam Pasal § ayat (2) tidek disampdikan,
Menitedi atau Pejabal-yang Ditunjuk iwgsurzg memberitahukan hal terssbut kepada pendini
atau novaris niclalui SABH, dan perayaumsn tidek berkeberstan scbagazmana dimaksad
Jalam Pasal 5 ayaz{i} menjadi gugur,

(2} JViks pendici ataw nofars dapat menibuktikan telah snenyampaikan secam fisik sumat
permuokonen vang dilampit. dokumen peddukung dalam batas waktu sebagdimana
dimakiid dulam Pasal'§ ayat (Z), maka perystaan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur. !

{3} ‘Pendivi orab Botaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mmyampaﬂcan seeara fsik sarat | e
permohopan kedus yang ditampiti dokumen pendolning dalam wakid paling lambat 30 5
(tiga pulub} han terhining sejak zanggai pemberiabuan schagaimana dimakeud pada ayat
(1

(4} Dalam hal peryalaan tidak berkebejatan gugur, peadin slav notaris sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dapal foengajukan kemball permohouian onmk memperoleh Keputusan
Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan
ketentuan batas waktu 60 (endm pulul) bar terhitung sefak tangpsl skia pendirian .
dzzandats.ngam

{5) Delam bal permohonan uniuk meniperoleh Keputusan Menteri tidak :iia,[nkan dalam
Jangka wakw 60 {enam puluh} hari terhitung seiek rangpal alas peaditian; ditandatangani,
maka aka pendirian-menjadi balal terhitung sejak lewatnys jangka waktn tersebut dan
Perseroan yang belurn memperoleh status badan hbkum bubar kerena hukum  dan
pembarecanaya s!ziakuiaaﬁ oleh pendiri.

basal 7
Dokumnéa pendukung stbagainiana dimaksud datam Pasal 3 ayap {2) meliputi:
. salinanakta pendivian Perseroan dan jike adu salinen sldia perubzhan pendinian Perseroan;
b.  salinan akia peleburan dalam hal pendirian Perssroan ditaknkan dalam ranglks peléturan;
¢ bukii pembayams biaya vniitk:

1. memperoleh persetujuan pemakiian nama Perseroan;

2. memperoleh keputusen pengesahsn badan hukum Perseroan; dan

3. pengumiuman dalarm Tambabien Berits Mepara Republik Indopesia.

d.  bukii setor mudal Perseroan berupa:

1. slip setoran atan keierangan bank atas nama Pergeroan atéu rekening bersama atas
mama para pendirt wau pernyataan felah meéoyetor modal Persercan yang
ditandatangani oleh semua atiggota Direkst bersama-sarna sermna pendini seria semua
anggora Dewan Komisaris Perseroan, jika setorn modal daleém beatuk unng;
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(3.

(4)

(5)
()

)

2. Kewringas ""-pemzmn dart ahli yang tidek wrafilidsi atau bkt pembelian barsog jika

e : 1:daiam beumic 1am &eiam Gang yang diserial pﬁngwmzmnn dalain sural
'“3' P

P
4, n i‘dari Persercdn alau- neraca. darl badan usehia bukan badan hukim yang;:

sikian sebagai setoran modal.

szz:at Memgam alaingt-lengkep Perseroan dari pengelola pedung atah surat pernystesn

tentang elamat lengkap Porseroan yang ditandetengani glch. semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendifl serte'seniva anggotd Dewan Komisaris Perseroan; dan
dokumen pendukung lain dad instansi terkail sesuai dengan pératutan penmdang~
undangan:

BAB I
PERSETUJUAN PERUBAHAN-ANGGARAN DASAR PERSERO&Z*Z

Pasal §
Pérubuhan anpgarar dasac terienta havas yhendapat - persetujuan Menteri alau Pejabat yang
Dituajuk.
Perubahan anggaran dasar terigntyl scbagaimana dimaksidd pada ayat {1} melipmi:
a.  nama Perseroan dan/atau lempat kedudukan Persefoan;
b.  maksud dan injuan serta kegiatan uszha Perseroan;
£ jengka waktu berditinya Persercan;-
d.  Uesamys modal dassr; :
e.  pengurangan modal ditempatkan dan discioc-dan/atau :
£ status Perseroan yang termtup menjadi Perseroan Terbuka st schaliknye

Pesubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud peda ayst (2) dimuat ataw dmsfazakan\

dalam alta nolidess dalam i}ahasa Indonesia.

 Perubshan anggnran dacar yang tidak dimuat datam kta berita acara’ rapaz yang dibuat

notaris harus dinpatakan dalnmakta fiotasis delam walkty paling lainba( 30 {tiga pulub) hari
terhitung szjak tanggal keputusan’ RUPS,

Penibahan angperan dasar tidak %a::}eiz digyatakan dalam akta natoards sotelab Jewat bazas
wakia 30.(tiga pulub) hari scbagaimana dimaksud péda ayat {4}

Permokonan persetujuan perubzhan -angearan daser terfenty sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 digjukan kepada Menten atsu Pejaba yapg ﬁa&unjuk dalam waktu paling lambat
ﬁga pulult) hari terhitung sejek tanggal akta aatoris yang memuat perubahan shgparan

BSetelah jewat batas waktu 30 {tiga pbinh) hari sebagmmana dimaksud pads avar (6}
permohonan perselujuan pervbalan gngparan dasar tidak dapat d:a;ukan kepada Mentei.

atau Fejebat veng Ditunjuk.

Pasat 9

Peimohonan persetujnan perubahan anggaran dasar tertentu Perseroan schagaimana dimaksod
dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat {2) dza}zzk?an oleh notars melalil SARH dengaa cara mnengis
DIAN I dan dilengkapi keterangan menjensi doliien penduking,

Pasal 10

Dalam hal permohonan pmsuiﬁguan ‘perubshan anpparan dasar sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 9 menyangkut juga mengenal gembaﬁm nama Pérseroan, jaka permohonan persetujuan
digjukan setelaly pemakaian nams disetujul Menteri. athu Pejabal yang ézizxxgnk,
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Pasal 1}

Ketentuan sebgaiinana dimaksud dalam Posal 4, Pasal S, dan Pasal 6 wilatls muthndis berlaku.

juga ok penizajuan permohonan persetujuan petubahan ioggatan dasar,

; Pasal 12
“Dokumengindukung pennohonan persetajuan pervbahan anggaran dasar rgliputi:
a. salinan bkiz perubahan anggaran dasar Perseroan;,
b.  Nomor Pokak Wajib Paisk (NPWP) yeng dilegalisasi oleh notaris;
¢ bukil pembayaran permohonan persetojosn pernbshan saggaran daser;
d.. ‘bukii pembaysran pengumumas dalem Tambohan Berita Nepara Republik Indonesia;
..

bukti -seror niodal Perseroan dari bank atas namp Perseroan: aten neraca Perseroan jika

‘perubaben anggaras dosar mengenal peningkétan modat Perseroan;
f.  pesgumumad dalan surat kebar jike pérubshan anggarin desar ‘mengesel pengumngan
mdal; : "

£ sural kelerangan slamal lenpkap Pérseroan dari pepgelola pedung Mlay surst pemyataan

tentdng. alamat léngkap Perseroan dari direksi Perseyoan jika slamal lengkap .Pézéefz'd&nu

 berubah; dan ;
h.  dokumeh pendukung lain dari instensi (ekail sesuai dengan peraturen perundang-undangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Posal 13 -
(3 Pcmb’aiwn anggaran dasar Perserom selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayst (2)
dibieritahnkan oleh notaris kepada Mented atau Pejabai yang Ditnjuk. ‘
(2} Perubshan anggiran dasar scbagaimana dimaksud pade ayat (1) dimuat atau dinyatekan

dalony akta notaris dalam bahass Indonesia,

(3} PemberiGluan pervbaban anggaran dasor scbageimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan datam wakiu paling lambat 30 (tiga pelub) had terhitong scizk tanpgal akta

notars yang smenuat perubahari anpgaran dasar.

{4} \Apa&ila_ ﬁy;sizssfw'aiﬁid 30 (tiga puluh) hari sebapdimana dimaksud pads ayai (3} telah
ferlampaui, pemberilahuan perubsban anggaran dasar tidak dapat dismopaikan kepuda
Mexnteri atau Pejabat vang Ditunjuk.

(1) Dala hal terdapat perisbalion dits Perseroan, maka porubshan dass tersebut- diberitabuian

oleh notaris kepada Menteri atau Pejabai yarig Ditunjek.
(2} Data Perseroan sebagzimana dimaksud pads ayal (1) meliputis
2. - perubdhen nama pemegang saham dan junlah sahag vang dimilikinya;
b, pérubaban nama aiggots Direkisi dan/alan Dewan Koinisars:;
¢ pesubabian alamat lengkap Perseroan; :
d.  pembubaral Perseroan; dan

¢ borakhimya status badan hukuin karena lndum akibat penggabungan, peleburan; dan

© pemisahan murhi,.
(3) “Dalam hal pervbahan data Perseroan mengenui telah berakhimya proses liknidast, maka
g};crubahin data tersebut diveritebukan oleh likvidator kepada Menterd atau Pejabat yang
itnnjuk. B
(4} Dalam hal pervbahan data Perseroan sebagaimana dimaksod pada ayat {2) memerdukan izin
durf instansi terkalf, pemberitahvan kepadn Menteri ataw Pejubal yang Ditunjuk

disampaikan dalam wakeu paling lmnbat 14 (empat b  terhitung seiak tangpal dzin
ssct diterbitian, paling tam (crpat belag) hard ?’é:&;l-!_mg sejak tanggal dzin

3
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‘ Pagalts  ©
A jeribshan anggaran dasar sebagaimang dighaksud dalam Prisal 13 'dan pérabakan
bagaimana dimakend dulany Pasal 14 digiukan molalui SABH dengap eora
‘dun ditenghapi keteringaw mengesal ﬁa&ame;z penﬁuknag

?ﬁmﬁ&mah
data '?ﬁ

menglsi DI

Pasal 16
Kctenwan scbzgamma dinsaksod dafen Pasal 4, Pasal 5y danPasal & mulatis rotandis besdaku

jugs -wituk - penyampaian pmhentahuan perubihai’ anggamn dasar dan p&miﬁahaﬁ duls.

. Ferseraa_zs

B Pasal 17

-Dn‘emmm penéui ung pcmimniaimau perithahen anggeran dasar melipuii:
salinanakia perubshan anggaren dgsar Perseroar;

.b._ salinan akia penggebimpan bagl perubaben engparan desar yang tidak neneriukap
pérsetujuan;-

¢ bulsi pembayaran penguinunan dalan Tanbalan Begita Negar& Repubhk Indoresia;

d.  bukfi'sctor moda] dar) bank 2185 -pama Perseroan dtay . neraca Perseoan jika percbaban
angharan dasar mengenai penipgkatan modal ditermpatkein dan disetor dalam rangke nivdal
dasar; dan _

e.. dokumen pendubung lain - dart insionsi torkait sesual dengan peraluran pEnindang-
urcidngan. ,

Pasat 18

Dokumen pendukung-pemberitabusr perubahan data Perseroan meliputi:

a.  perubahan nama pemegang selam berupa salinan alia perubaliag nama pemegang saham
dan jumiah saham yang dimilikinys dilengkapi dengan akia pemindairan hak ates saham.

b perubshan susunan naia angeots Diceksi danfatao Dewan Komisaris berspa selinan akia
perubzhan. name anggeta Dircksi danfatas Dewan Kemisaris dilengkapi dengan Berita

 Acara RUPS atat notula RUPS atav keputusan pemegang sahami i Juar RUES,

¢. perubzhan  alamat lf:ngkap Perscroan berupd swrat koferanpan alamat lengksp dard
pengelela g:xlung alau sural pernydlasn éntang alamat lengkap Persesoan- dari dueksz
Perseroarn.

& pembubaren Pecséroan berupa;
t. Berita Scara RUPS atau notala RUPS dan pengumuman pembuberan dalam surst

kabar, jika Pesseroan birbat berdasarkan keputusan RUPS;

2. Berita Acari RUPS stau viowla RUPS, jika Perseroan berkhir karena Janghks. wiktu.

 berdirinya Persérpan yang ditetepkan dalam anpggerah dasar felah berakhir;

3. penetapan pengadilen, jika Perseroan bubar berdasarken, ponstapas }mngazillan,

4. sural ketemngan dan likuidatde yang toenyatskan harta pailic Perseroan: tidald culoup
untuk membayer binya kepailitan, jike Perseroan bubar dengan dicabutnyi kepailitan
berdasatkan putusan pengaditan niage yang telab mempunyat kekaatan hukum yaog
tetapy.

5, suit Keterangan dari kursior yang menyaiskan bahwa Perseroan - yang. {elah
dinyatakan pailit berada dalan kesdaan insalvensi, jika Perseroan Bubar karens harta
pailit Perserodn yang telah dinyatakan pailit betada datam keaddan nsolvensd; sau

6. sural kéierangan ded fnstans! yang mencabut izin seha Perseronn, jika Derseroan
‘bubar karena dicabuinya izin usaha Porseroan.

berakhirnya states badan hukum Perseroan karena hulumy bempa

1. salisanalda penggabungan, jika terjadi peuggabuagan;

2. saliban gkta peleburan, Jika tefjadi poleburan; atay

3. ‘salingn akia pemisahan, }zka terjadi pernisahag,

&
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f.  telsh bam‘iaizm}'a proges tikuidast Perseroan beruga; -
Lo itehuan dari Nkuidator atau kurfater nmrzgmal partanggﬁzzg;awahm} hiasit akhir
‘ Tikvidas) den pengumumen dafam sinat kabar mengenai pelusasan -den
nbehisan kepada lkuldator atau kurater,
'gumuman dalior sursl kabar mengenal hasil. pénggabungan; peleburn atau

Pasaj-18
(1 DE&N 1, DIAN JI, dan DIAN 1 whagalms:za dinisksud dalam Pasal 3, Passl O, dan
Pasal 15 sebugaimana tercanfum dolany SABH scbagai sam: kesawen sistem. VaGg
diterapkan vleh Pejabat yang Ditunjuk.
{2y Daldin hal adanya ;m‘ubaixan DIAN 1, DIAN I, dan D‘{&R i maka perubahon tersebit
hares mendapatkan perselujuss Pejabat yang I}zmujuh

. BABV _
KETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 20

(1} Notaris yang wilayalt ketjanya belum mempunyai ;am&,an elektronik ateu. Jjaringan
elektroniknya tidek dapa digimaken yang divnminkan resmi- oleh pemerintah Republik
Indoniesia dapaz wengajukan pamw}mnan pengesahan  bhedan  bukum Perseroun
sehagaimana dimaksud- pada Bab i, permohanan pcrsciugzzazz peruvbalian anggaran dasar
sebapaimana dimdksod pada Bab I, dan penyampaian pemberitahuan pernbahan auggaran
dasar Perseroan serla perubiluan daia Perserozn sebagaimana dimaksud pada Bab 1V secara
manual,

{2’) Permohonay sabagmmxa dinwaksud pada ayat (2} dilampini:

a. dokumen pendulung-sebagaimann. dimaksud dalam: Pasal 7, Pasal 12; Pasal 17 atan
Basal 18; dan

b. sunﬂ keterangah dari Kepala ¥antor T&lﬁhamumkasz {PT. Telkom TbK) setzmpat

yang menyatakan baliwa wilayal: kerja m!mis yang. bersangkutan belum tejangkeu
fasililay intérnet.

L

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Poda sagt Perawuran Menteri ini poulai berlsks, pengajvan: permohenan peagssehan bodan hukum

Parseraan yang dilakokan olel pendiri telap dilakukan oleh notaris Seléky kuasa pendirs sampat
dengan terbertuknya SABH Khusus mniyk pendisi.

BABVH
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 22
Pada saal Peraturan Menterl ini mulel borlaky, Peraturan Menteri Hukun dan Hak Asasi
Manosia Nomor N-01.MT.01.10 Tahun 2007 tentang Tate Cara Penpajuan Permohonan
"Pengesshari Badan Hukum dan Persetujuan Perubshan Angperan Dasar, Penyanpaion

Pemberitabhoan Pembahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicsbut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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: : 0 Pasel2d
?emam;a _cuzm inl mulai hcrla&m paé' fﬁmgga! ditetapkan.

Agar. seltais erang mengelabuinys, memennwhkan pengundanges Peraturen Menter ini dengan
pencmpaiam* ya dalarm Beria ‘iegara Repub%zis: Indonesia;

Ditetapkan di Jakarta
padaiaaggai 6 Pehrusyi 20049

,,x’; MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANI}SZ&

REPUBLIK INDONESIA,
ANDIMATTALATYA
Diundangkan df Jakarta ‘
pada tanggat ..,
MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK TNDONESIA,
ANDIMATTALATTA

BERITA NECARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR ...
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MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS! MARUSIA
REFUBLIK INGONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK. INDONESIA
NOMOR: MHE-04.IN.04.03 TAHUN 2008

TENTANG - .
TIM RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN SISTEM ADMIMISTRASI BADAN HUKUM
(SISMINBAXKUM) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASE HUKUM UMUM

MENTERI HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a.  Bahwa Pengesahan Yadan hokum persercan terbatas yang meliputi pengesahan .
: akia pendivian pergeroan tecshatas, persstufuan dan pelaporan akta perubabun —-——
anggaran dasar perseroan tersbatss vang dilaksanakan melalui  Sistem
Administrasi Badan Hukum (SISMIMBAXUM) schagaimana dimaksud dalam |,
Keputosan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ¢
Nomor M-05HT.01.01 Tahun 2002 tangpal 12 Juli 2002 selama ini )
difaksarakan dan merupekan wewsnang Menteri Hukum dan Hak Asasi |
Manusia Republik Indonesin

b. Buhwa berdasarkan pasal § Undang Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas tentang permohosan melalni jasa teknolopi informasi
sistern sdministrasi badan hukum secara elektronik dalam rangks memberikan
pelayanan  kepada masyasekat dalam proses peppesaimn badan hukum
perseroan mernpakan tugas Menteri Hukum dan HAM;

¢. Babwa berdasarkan pasal 10 Undang Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang

Perseroan Terbatas tentang pengesabsn badam hukum vang ditandatangani
secars slsktronik;

4. Bahwa untuk membantu pelaksanaan dan kelanearan tugas Menteri Hukum -
dan Ham ¢q. Dirsktorat Jenderal Administrasi Hukom Umum Nasional dalam
melalesanakan pendeftaran Badan Hulown periu disusen Tin Restrukturisast
Pengelolaan Sisiem Administrasi Badan Hukum Menteri Hulum dan HAM cq.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukiim Umum.,

Mengingat : Pasal 4 ayat {1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435,

. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseraan Terbatas (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negora Republik .
Indopesia Nomor 4724);

3. Peratwran Presiden Republik Indomesis MNomeor 9 tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fuogss, Susunan Orpanisast, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indoncsia;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tabug 2005 tentang Unit Organisesi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

5. Peratwran Menteri Hukum éan Hek Asasi Manusia Republik Indonesiz Nomor
M.09-PR.O7.10 Tahun 2007 temtang Organisasi dan Tate Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

B e
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MENTERL HIZKUM DAN HAK ABAST MARUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menstapkan KEPUTUSAN MENTEI‘Q HUKUM DAN  HAK ASASI MANUSIA RE?U.E?;LIK
INDONESIA TENTANG  TiM RESTRUKTURISAS! PENGELOLAAN SISTEM
ADMINIBTRAS! BADAN HUKUM (SISWAKU?{I) DIREKTORAT JTENDERAL
ADMINISTRAS] HUKUM UMUM -

KESATU ¢ Membenluk Tim I{mmﬁcturisnsi, Pengelolann Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum} Direktorat Jendecal Administrasi Hukem Umum, dengan tugss dan
tanggung jawab sebagal berlkat:

3. Melakukan evaluas! Pengelolaan Sistem Adzmnzstzast Badan ﬁzzkum {Sisminbakum)
Direktorat Jendersl Aémrms%msa Hukar Uruny

b. Melakssnakan pemindahan data Sisminbakum darl provider pengelois stzem

Adminisiast Badan Hukum {Sisminbakus) kedalam pengelolaan Direlaorat Jenderal
Admigiserasi Fukum Umdim;

¢, Meloksanakan pengalihan’ sistem Sisminbakum dari provider pengelola Sistem
Adminiztrasi Badan Holam (Bisminbaloam) kedalam peagaiolaan Direktoret Jenderal
Adminisirasi Hukum Umom

KEDUA, : Palam pelakssnasn tugasnys, Tin Restrukturisasi Pengelolaan Sistery Administrasi Badan

Hukum {Sisminbskum) Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umam bertanggung
jawab kepada Merster] Hukur dan BAM,

KETIGA  :  Susuman keanggotaan Tim Restruldurisasi Pengelolean Sistern Administrasi Badan Hukum

(Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrast Hukum Umvum gdaleh schagaimana
tereantun dalam Lampiran L.

KEEMPAT : Tim Restrukiwrisasi Pengelolaan Sistem Adminisirast Badan Hukum (Sisminbakum)

Durektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksannken tugas dan tanggung jaweb
selama § {enam) bulan terhitong sejak tangea! ditetapkan.
\%ﬁ%) » Segala blays yang berhubungan dengan pelaksunaan tugas Tim Restrukivrisasi Penpelolaan
~ Sistem Adrministrasi Badsn Hukum (Sisminbakum) Dirgktorat Yenderal Admpinistrast
Hukum Umam ferschi dibsbankas kepada Anggaran Direktorat Jenderal Adminisirasi
Hokum Umum Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Wittt s g™

; KEENAM  ©  Keputusan Menteri ind berlak sejak tanggal 3 November 2008,
f*’dmw“"}a& Ditatapkan di  ; Jakarta
\ pr syt Pada tazzai 31 Qktober 2608

Tembhusarn : Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009
1. Sekretarss Jendergl
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MENTERL HUKUM DAN HAX ASATSI MAN%Z&
REPUBLIK [INDONESIA

Susunan Keanggotaan
Tim Restrukturisasi Pengeloluan Sistent Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukem Umum

Penanggungjawab : Sekretoris-Jenderal
inspektur Jenderal
Ketua : Dr. Freddy Haris
Wekil Ketua ¢ Syafruddin, SH., M. Hum.
Sekretans : Suprancwe, SH MH
Anggota: _’ o
Sherry Asisanti, 8T.
Nandang Kaharadis, 8.Komp.
Hends C:'ranto_m, S.Komp.
Drs. Eko Hudiono.
" Drs, Budi Wikaria
Joks Ismaug, SH.
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MENTER HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA
REPUBLIK (NDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERY HUKUM DAN HAK ASASE MANUSTA

y REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M. HH-04.IN.04.03 TAHUN 2009
TENTANG

TIM RESTRUKTURISAS] PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRAST
BADAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Meﬁifz;f}a_ng

Mengingat

N X

(LANJUTAN)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASY MANUSIA REPUBLIK INDONESTA,

Jbahws pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang, meliputi
pengesahan aktes pendirian eroan {erbatas yang diaksanakan

mglglai Sisters Adminisiragi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud

dalam Hepwtusan Menter] Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik fndonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tanpgal 12
Juki 2002 selama ini dilaksznakan dan mcmfakaw;wwang nteri
Hulum dan Hak Asasi Manugia Republik Indonesia;

bahwa- berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas tentang permohonan melainl ,Lasa teknologi
nformasi Sistem Administrasi Badan Holtom secara slekironik dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarskat dalam  proses

~ pengesaban badan hukum perseroan menzpakan tugas Mesnterl Hukum

dan-Hak Asasi Manusia;

_bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undzng Nomor 40 Tehun 2007
tentang Perseroan Teorbates tentang pengesshan badan hukum yaug

. di}vandatangam secari glekivonik,

bahwa unwk mmbanmﬁaimauaan dan kelancaran tugas Menteri
Hulem dan Hak Asas] Manusia ¢.q Divektorat Jenderal Administragi
Hukum Umum dalam melaksanskan pendéflaran badan hukum telsh
dibentuk Tim Restrukturisasi Pengslolaan Sistem Administrast Badan
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hokum Umum dengan
‘Keputusan Menterk Hukum dan Hek Asasi Menusia Republik
Indonesia Nomor M HH-04,1N.04.63 Tahun 2008 tanggal 31 Oltober
2008 vang melaksangkan tugas dan taoggung jawab seiama 6 (snam)
bulan terhiung mulai | Nopember 2008 sarmpar 30 April 2009,

bahwa untuk kelancaran pendaftaran badan hukom yanf-sadang dalam
proses pembenahan, maka haruz ada kelanjutsn darl tugas dao
tanéz,gim awab Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Adiministras
Badan Hukum Direktoras Jendersl Adminstrasi Hakom Umem.;

batwa meﬁ%iféga_l hat terssbul pads horuf a,b,e,d dan & maks periu
dibemok  Tamudan  Tim  Restrukiurisssi  Pengelolasn  Sigtem

édminisirasi Badan Hukum Dirckiorst Jendaral Administrasi Huluny
s, . \ ;

‘ﬁghwa mereks yang . namaoya tercantum . dalam Keputusan. iai
dipandang memenuhi syarat dan mampu melakssnakan tugas tersebut,

. Undang-Undang '?;Eaznor 40 Tahua 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran “t%_%ara Republik Indonesta %hun 2007 Nomor 106,
Tambzhan Lembersn Negara Republik Indoriesia Nomor 4756);

Unaa‘zzgeUnéarig Nomor 17 Tahun 2003 tﬁnzang I{wan%?n Negara
{Lembaran_Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nortor 4286), -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3004 tentang Perbendaharasn

Megara (Laynbaren reRepubiikn Rdmmadi £ Tuh2002004 Momor $,

Tambahan Lembaran Negara Republik Isdonesia Nomor 4355);



Me mperhaxi-%aa

\ -Mcnatapioan

KEGATU

& Undsng»iﬁadanﬁblﬁmf 41 Talwn 2008 tentang An

4. Undang-Undang Momor- 15 Tahun 2004  fentang Pemeriksaan’

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuaz:zlgan Nc%m (Lambaran
Negara Republik Tndonesis Nomor 66 ‘Tahun 2004, Tambahay
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

] 20 can Pendapatan
dan Balanja Negarn Tshun Anggaran 2009 (Lembaran Nagara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambabao Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4920);

6. Usdang-Undang Romor 20 Tabun 1997 tentang Pengrimaan Negara
Bukan Pajak &ernhmn Negara Republik Indongsia Tahun 1997
i;gagna}gs‘f 43, Tambahen Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor § Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsl, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Yementerian Negams Republik Indonesia (Lembarsn Nf:gara Republik
indonesia Tshup 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indoneaia Nomor 4484); ;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentan
.- Unit Organizasi darze%‘:l

Tadonesia

Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peratlursn Pemerintsh Nomor 73 Tabun 2805 teatang Jems dan Tanf

Atas Yenis Peverimazn Negars Bukan Pajakv. ang, Berlaku pada

Deparremen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

10. Ké;;mm;san Presiden Nomor 31/P/Tahun 2007 telang Pmé;angi:atan
Menerl Hubum dan Hek Asasi Manusia Republik Indonesia; ‘

11, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Maousia Nomor M.09-
FR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 Apdl 2007 tentang Orgasisasi dan
Tata Kerja I?epartemen ukum dan Hak Asasi Memusis Repubhik

ndonesia;

Indonesta;

12, Paraturan Menteri Hukurm dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Slomaoy: M.O1-HT.01.01 Tahua 2008 tentang Daftar Perserpan,

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rﬁﬁubﬁk Indonesis
Nomor: MHH-02:AH,01.0] Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajaan
Permohonan  Pengesaban Badan Hukum . Perseroan, Perssiujuan

Ferubahan Arnggacan Dasar, Penyampaian Pomberitehuan Perubahan
Anggaran Dasar, dan Perubzhan Data Perseroan;

Surat Pengesahan Daflar Isian Peleksanaan Angmeran Dirckiorat

Jenderal Administrasi Hubum Usum Tahun Anggaran 2009 Nomor

G003.0/013-05.1/-/2009 yang bersumber dari dana rupish murni dan
pendapatan non pajak, - ) ;

- MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA

- REPUBLIK INDONESIA TENTANG - TIM RESTRUKTURISASI

PENGELOLAAN  SISTEM - ADMINISTRASI BADAN  HUKUM
&%ﬁn}%{}%’f JENDERAL  ADMINISTRAST HUKUM UMUM

Membentgk Tim Resgukiurisasi ?epg&ioiag‘n Bistem Administeasi Badan
Hukum Direktorat Jendessl ~Administeast Hukum Umum - (lanjutan),
dengan tugas dan tanggung jawab sebagat berikut. ‘

" & Melakikan Pengslolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat

Tenderal Administrasi Hukuim Umum;

b. Melsksenakan perencansan Sistem Administrasi Badan * Hkum
(SABH} dan pemindahan, data dari sistem lama ke sistem bamu

ngelols Sistem Administrasi Badan Hukum ke dalam pengelolaan
irektorat Jenderal Adminisirast Hakum-Umum;

Analisis Pengesahan...: Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009
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KEDUA

KETIGA :  Susunan keanggotaan Tim  Restrulturisasi  Pengelolaan
Administragt Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum (lanjutan) adalah sebapaimana tercantum dalant Lamgiran 1.

KEEMPAT

¢. Melaksanakan peng fihan sistém dari -sistern: lama e sistem baru
} %e}z elpiz Sistem Administrast Badan Hukum ke dslam pengelolaan
+« I

ctorar Jenderal Adminigtrasi Hulkum ‘i}zz_;gm.

Asast Manusia,

honorarium dengan ketentuan sebagai berikut,

Pengarsh : Rp. 1.500.000,-/orang/bular;
Ketua »Rp. 650.000,-/orang/bolen;
Wati! Ketua 1Rp.  500.000,-forang/bulan;
Sekretaris Ry, 330.000,-/orang/bulan,
Anggota L Rp.  300.000;-/orang/bulan;

KELIMA : Segaia biayva yar%timbul ukihat ditatffkannya Keputugan
pata Anggaran

KEENAM 5 Kﬁgutusan ini mulai berlaky sejak rangpal 1 Mei 2009 dengan Ketentvan
bahwz apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekelirvan dalam

Yeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

O 50 TN L e b 12

irekiorat Jenderal Administrasi Hukum

dana rupish murol dan pendapatan non pajak.

ietapkan di » Jakarta
3 ggal : 6 Mei 2009

HEBLIK INDONYESEA

|

ST MATTALATTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yils

Ketue Badan Pemeriksa Keuangan;
Kepala Badan Pengawasan Keuanpﬁn dan Pembangunan;

Direkur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan,
Selcretaris Jenderal Departemen Hukum dan-}gak Asasi Manusia;

Inspekiur Jenderat Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia;
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kepalz Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakartz I

Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Jenderal Administrasi Holum Unnum;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilebsanakan sebagaimana mestinya.

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009

Dalam_pelaksansan tugasnya, Tim. Restrukturisasi Pengelolasn Sistem
Administrasi Badan Hukusn Direktorst Jenderal Administrasi Huok

Umum (fanjutan) bertangguog jaweb kepada Menteri Hukum dan Hale

Tim_ Restrukturisasi Pengsiolaan Sistem Admisistrasi Badan Hukum
Direkeorat Jenderal Administrast Hukum Umum {lanjutan) melaksanakan

wigas dan fanggunglawab selama 6 {emam} bulan, dan dibenkan

ni, dibebankan
Umum sesuai
dengan Surat Pengesshan Daftar Isian Pelaksanaan Anggargn Direltorat
Jenderal Adminisirasi Hukum Umum Tabhun argn 20605 Nomor

0003.0/013-03, 1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ying bersumber dari

B&N HAK ASASI MANUSIA

s A0



Susunan Keanggotaan
Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukom Umom (lanjutan)

Pengarah - 1. Sekreraris Jenderal Depatemen Hukum dan Hak Asast Manusia

4. inpektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketus : D, Freddy Haris

Wakil Kers : Sjafeuddin, SH.M Hum
Sekretaris : Chéliiai&, SH.M Hum

Angaota

-,

R, Mardi Utomeo, SH.

Sofyan Sitompul, SHMH -
Supranowo, SH.

Luluk Ramaningtyés. SH.M . Hom.
Dioko 1smaun Cholidi, SE,

Fiurk Sulistyaningsih, SH,

Dirs. Badi Wibaria, b.50

PR = < L B I

Sumarsono, SHM S1

8 Aui Turbian, SH.

10, Laila Yunara, SH.

11. Muhamad Ridwan, S Kom, SHMH
12. M.A Junior Greporius, S,K\zom‘

13, Segite, §T

DAN HAK ASASIMANUSTA
LIK INDONESIA

e

Analisis Pengesahan..., Lugman Rahmadi, FH Ul, 2009





